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. Menimbang

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG -

RENCANA INDU'K PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH

Mengingat

KABUPATEN PACITAN
BUPATI PACITAN,

bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi

- dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
. dalam rangka mewujudkan good governance perlu dilakukan
. pengembangan e-government;

bahwa  dalam rangka =~ mendorong  perkembangan

- e-government Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terarah,
- perlu disusun dokumen Rencana Induk Pengembangan

© .- e-government,
‘ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

' pada hurufi a dan hurufi b, perlu menetapkan Peraturan
- Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan e-government
- Pemerintah Kabupaten Pacitan.

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

- dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
' Keterbukaan Informasi Publik;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- Pemenntahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

i diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015;

. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001
“tentang Pengernbangan dan Pendayagunaan Telematika di
. Indonesia,

.. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : .
- 69A/PER/MEN.KOMINFO/10/2004  tentang Panduan
‘Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem
: Informasi Pemerintahan

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
- 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum
. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
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7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2012 tentang
' Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK

PENGEMBANGAN E-GOVERNMIENT PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN.

: BAB 1
‘ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a.

o,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari
Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif; Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.

c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh

pemerintah daerah dan DPRD.

Perangkat Daera_th adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Pérangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
yang selanjutnya disebut Bagian PDE.

Kecamatan adalz_ih wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
Pacitan.

Rencana Induk. adalah sebuah perencanaan secara menyeluruh yang
menitikberatkan uraian kebijakan sebuah organisasi, memiliki tujuan jangka
panjang dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.

Assessment adalah proses sistematika dalam mengumpulkan data yang
berfungsi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan saat itu, sebagai bahan

- untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan

informasi tersebut akan dapat disusun program yang bersifat realitas sesuai
dengan kenyataan objektif;

Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak dan peralatan
telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar
untuk mendukung pelaksanaan e-government.

Hardware (perangkat keras) adalah salah satu komponen dari sebuah
komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang
berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.

Software (Perangkat Lunak) adalah kumpulan data elektronik yang disimpan
dan diatur oleh: komputer, data elektronik yang disimpan komputer bisa
berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah.
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Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan
sistem komputer beserta komponen-komponen terkaitnya, sistem ini meliputi
sistem komunikasi dan penyimpanan data.

. Jaringan (netwdrk) adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah

komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekexja bersama-sama untuk
mencapai suatu tujuam yang sama atau suatu jaringan kerja yang terdiri dari
titik-titik (nodes) yang terhubung satu sama lain, dengan atau tanpa kabel.

. Interoperablhtas adalah kemampuan sebuah 31stem atau produk untuk

bekerja sama dengan sistem atau produk lain.

. Internet (Interconnectton Networking) adalah suatu jaringan komputér yang

saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya
menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet
Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran. Sehingga saling dapat
berinteraksi, berkomunlkasi, dan saling bertukar informasi.

Intranet adalah satu jaringan khusus (Private Network) dengan system yang
sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet untuk berbagi
informasi penting dalam lingkup lokal. Intranet juga merupakan suatu
jaringan LAN (Local Area Network) yang hanya mencakup wilayah lokal/kecil.

. Upgrade adalah suatu proses memperbaharui sesuatu, menambahkan

fasilitas dan kemampuan yang baru; pemutakhiran dari suatu alat perangkat.

Server adalah komputer sentral yang menangani kumpulan data (database)
dan memberikan layanan berupa koneksi ataupun layanan yang lain terhadap

- komputer klient. Cara kerja server yaitu sebagai medla penyimpanan data dari

komputer klient.

Fiber Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca
atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat
digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke
tempat lain. '

. Core Layer (lapiéan inti) merupakan tulang punggimg jaringan pada suatu

jaringan hirarki, layer core menempati layer teratas.

Distribution Layer (lapisan distribusi) atau disebut ‘Tayer workgroup
merupakan titik kumunikasi antara layer akses dam layer inti.

. Access Layer (lapisan akses) diperlukan untuk menyediakan fasilitas akses ke

jaringan. Fungsi utamanya adalah menjadi sarana bagi suatu titik yang ingin
berhubungan dengan jaringan luar.

Email (Electronic Mail) adalah surat elektronik yang digunakan untuk atau
sebagai media untuk berkomunikasi atau saling berkirim pesan melalui
jaringan internet.

Nama Domain -adalah alamat mternet dari seseorang, perkumpulan,
organisasi, badan-usaha atau instansi pemerintah yang dapat digunakan
untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan
karakter yang bersifat unik.

Aplikasi adalah’ komponen sistem informasi yang digunakan untuk
menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung
pelaksanaan e-government.



BAB 11
PERENCANAAN

Pasal 2

Perencanaan untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government
Pemerintah Kabupaten Pacitan dilaksanakan oleh Bagian Pengolah Data
Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 3

Rencana Induk Pe}lgembangan e-government Pemerintah Kabupaten Pacitan
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

BAB Il
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 4

. (1) Pengembangan e-government di setiap SKPD harus mengacu dan selaras
dengan Rencana Induk Pengembangan e-government Pemerintah Kabupaten
Pacitan dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengembangan e-government yang dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai
dengan kebutuhan, tugas pokok dan fungsinya, dikoordinasikan dengan
Bagian PDE dan SKPD lain yang terkait dengan tetap mengacu kepada
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Sumber pembiayaan dalam pengembangan dan pelaksanaan e-government
dibiayai dari APBD Kabupaten Pacitan.

BAB IV
PEMELIHARAAN
Pasal 5

. Secara berkala Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten
- Pacitan melakukan pemeliharaan peralatan.

Pasal 6

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah pemeliharaan
peralatan (hardware), perangkat lunak (software) dan virus/spam.

Pasal 7

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibiayai secara rutin setiap
Tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Pacitan. ‘
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BAB V
DOKUMEN

Pasal 8

Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-government Kabupaten Pacitan adalah
scbagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP .

: Pasal 9
Peraturan Bupati lm mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : ; - 4 - 2016

- BUPATI PACITAN

-

INDARTATO



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 - 4 - 2016

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Bel_ékang

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi
pemanfaatann}a secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan,
pengelolaan dah pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara
cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi kdmunikasi dan informasi dalam
proses pemerin:tahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dén akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance)
dan meningkat}(an layanan 'publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya
kebijakan dan :strategi‘ pengembangan e-government. Dalam pelaksanaannya
diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan
langkah dari seluruh unsur keiembagaan pemerintah.

- Pengembangan informasi, komunikasi dan teknologi telah mernbah
mekanisme pelayanan publik dan komersial diseluruh dunia. Penggunaan
teknologi informasi tanpa dipungkiti telah berkontribusi terhadap
pertumbuhan ékonomi, meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan
publik, meningkatkan daya saing dan kesejahteraan rakyat.

Menyadaﬁ akan pentingnya peranan sistem informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dan didorong dengan teknologi informasi
dalam era milenium ini, identifikasi dan evaluasi terhadap penerapan
teknologi infofmasi sangat diperlukan untuk keperluan perencanaan
kedepannya. Déngan dilakukannya indentifikasi, akan diketahui kondisi
implementasi e-government di Kabupaten Pacitan.

Bérdasarkan latar belakang tersebut maka bidang PDE Kabupaten
Pacitan melaksanakan kegiatanpenyusunan Masterplan Teknologi Informasi

Pemerintah Kabupaten Pacitan.



1.2 E-Goverriment

_ EGoverﬁment merupakan kependekan dari Electronic Government. E-
Government biasa dikenal e-gov, adalah penyalenggaraan kepemerintahan |
yang berbasis elektronik. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional dinyatakan bahwa
Pengembangaﬁ E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraain kepemerintahan yang berbasis elektronik dengan
mengoptimalkah pemanfaatan tekhologi informasi dan komunikasi.
E-Government merupakan sebuah implementasi mandjemen dan
teknologi informasi untuk membantu proses penyelenggaraan pemerintahan,
mencakup mandjemen internal setiap satuan kerja, pengambilan kebijakan,
hingga pengeldlaan saluran aspirasi masyarakat. Pelaksanaan E-Government
. melibatkan seluruh aparat penyelenggara pemerintahan, pengambil kebijakan,
bisinis/industri, dan masyarakat. Pengembangan E-Government diarahkan

pada pembentu_.kan kekuatan ekonomi daerah berbasis informasi, yaitu :
. Pengeinbangan koneksi masyarakat ke Pemerintah,

¢ Pengembangan infrastruktur akses masyarakat baik kuantitas
maupun penyebarannya,

. Penger:_nbangan sumber daya manusia untuk melahirkan tenaga ahli
dalam pengembangan infrastruktur dan kreasi content/layanan.

. Pengefnbangan content dan/atau aplikasi : pengembangan content
yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
. Penerapan E-Government sangat bermanfaat dan berdampak bagi
masyarat, pega\iavai, industri dan pemerintah antara lain :

. Menin?gkatkan transparansi,  kontrol, dan  akuntabilitas
'penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep
- Good C‘oxporate Governance.

o Menglirangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya
untuk keperluan aktivitas sehari-hari

o Membc‘arikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber- -
sumbér pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak

yang berkepentingan.



* Menciptakan suatu lingktingan masyarakat baru yang dapat secara
cepat_" dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi
sejalan dengarmr berbagai perubahan global dan trend yang ada.

e Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik
secara merata dan demokratis.

e Mencibtakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih
berkualitas

1.3 Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGlI)

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) mernpakan salah satu
kegiatan evaluasi dan pemetaan pengembangan dan pemanfaatan TIK di
lingkungan per:nerintah, baik propinsi, kabupaten/kota maupun departemen
dan lembaga inon departemen. PeGl diselenggarakan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika Rl Cq. Direktorat e-Government.

Kegiatan éPeGI bertujuan menyediakan acuan bagi pengembangan dan
pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah, memberikan dorongan bagi
peningkatan peinanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang
obyektif, dan ﬁendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan
pemerintah secara nasional. Adapun penilaian PeGlI meliputi dimensi

kebijakan, keler_nbagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan TIK.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan h1elihat pentingnya teknologi imformasi dalam mendukung
otonomi daerah yang telah digulirkan, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan
harus mengembangkanE-Government dengan memanfaatkan teknologi
informasi terkini. Untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
yang baik harus mélihat semua unsur terkait dari semua sisi yaitu sisi
kekuatan, 'kelelmahan, tantangan dan ancamaimya yang berarti harus
melakukan evaiuasi diri. Dari sini selanjutnya bisa disusun Rencana Induk
Pengembangan :yang menjadi panduan untuk pengembangan E-Government

yang handal, terintegrasi, efisien dan efektif.



Untuk I;nelakukan itu semua secara jelas dan nyata maka harus
dilakukan survei pada setiap satuan kerja sehingga bisa disusun analisis
SWOT (strengths, weaknesses, oppbrtunities, threats) atau KEKEPAN
(Kekuatan Kelemahan Kesempatan dan ‘Ancaman) sebagai acuan untuk
penyusunan Rencana Induk Pengembangan tersebut yang meliputi aspek

SDM, infrastruktur teknis, sistem imformasi serta organisasi,

1.5 Maksud dén Tujuan Pekerjaan
Maksud dari penyusunan Masterplan E-Government Kabupaten Pacitan
ini adalah tersedianya arahan/ pand.uan standar pengembangan dan
pentahapan bagi Satuan Kexja'Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pacitan
dalam menyusun rencana pengembangan perangkat infrastruktur dan
aplikasi e—Govéfnment di satuan kerjanya.
- Sedangkan  tujuan dari penyusunan Masterplan e-Government
Kabﬁpéten Paciitan‘ ini adalah: |
1. Tersediariya arahan untuk pengembangan komponen-komponen e-
Government yangterencana, terpadu, efektif dan efisien yang dapat di
monitor melalm sistempengendalian 1nd1kator kinerja utama teknologi

: mforma31,

2. Tersedlanya arahan bagi upaya pemngkatan kualitas layanan publik

secara efektlf danefisien;

3. Tersedlanya panduan untuk pengelolaan SDM aparatur pemerintahan

untuk ménggunakan dan mengelola e-Government;

4. Terdapathya acuan bagi pengembangan aplikasi sistem informasi serta
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan

efisien;

5. Memberikan landasan berfikir bagi pengembangan infrastruktur e-

governmeht yang lebih efektif, efisien dan komprehensif.



1.6 Landasan Hukum

Lan(:iasan hukum dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai
berikut : ‘

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Noinor 6 tahun 2001 tentang
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia

2, Inpres No. 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengerﬁbangan E-Government.

3. Kepututsan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor:
69A/m;Kon1info/ 10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan
Infrastr;uktur Jaringah Sistem Informasi Pemerintahan

4. Peratufan Menteri Komunikasi dan  Informatika  Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata
Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Versi 1 2007.

5. Pernbaxjgunan Pusat Data Perﬁerh1tah, Direktorat E-Government,
Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen Komunikasi dan
Informa{ﬁka, Jakarta 2008.

6. Rancangan Pusat Operasional Jaringan Pemerintah, Direktorat E-
Govemfnent,Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, Departemen
Komunikasi dan Informatika, Jakarta 2008.

1.7 Metode dan Tahapan Pelaksanaan

| - Berdasarkan informasi melalui Studi dokumen { data primer dan data
sekundeﬂ, diskusi, konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak terkait serta
rnernperhatikaﬁ visi dan misi Kabupaten Pacitan, dirancang form
survéydengan merumuskan komponen pokok yang terkait implementasi E-
Government. Hirnpunan pertanyaan tersebut akan digunakan sebagai alat dan
panduan dalam proses survey ke seluruh jajaran satuan kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pacitan. Tujuan utama survey tersebut adalah untuk
menggali poténsi yang ada serta permasalahan-permasalahan dan
keterkaitannya.



Hasil stiwey akan diolah dengan menggunakan pendekatan analisa
SWOT dan kemudian disusun serangkaian kegiatan beserta rincian, arah
serta keterkaitannya untuk memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya
berdasarkan rincian kegiatan yang dibuat, disusun diagram jaringan kegiatan
untuk memperilihatkan urutan, keterkaitan dan arahnya.

Dengan imenggunakan diagram tersebut dapat disusun urutan dan
rangkaian keéiatan yang harus dikerjakan ‘untuk mencapai suatu tujuan
pengembangari komponen sistem sehingga akhimya bisa terwujud E-
Government yang dicita-citakan. Selain itu dapat diprediksi waktu yang
digunakan untuk setiap kegiatan, sehingga untuk seluruh kegiatan ini bisa
diprediksi waktu yang diperlukan dari awal sampai akhir. Untuk setiap
kegiatan akan, dikelompokkan sedemildan rupa sehingga dapat dikerjakan
secara terpisahi tanpa harus menunggu selesainya kegiatan yang lain.

Dengan demikian, nantinya akan dapat ditetapkan target yang ingin
dicapai dari sefiap kegiatan yang dilaksanakan. Demikian pula akan dapat
~ disusun sué.m! rangkaian kegiétan secara bertahap sehingga pencapaian
sebagian dari target dapat dipilih dengan menentukan kegiatan-kegiatan apa
saja yang harus dilaksanakan.

Kemudian tahapan dalam penyusunan dokumen dapat digambarkan

sebagai berikut:

Tabapé

Menzefma.ar
Leymeut.’
ERCIFTTT DAY

Gambar 1 Tahapan Penyusunan Dokumen Masterplan
Tahap 1- Studi Organisasi dan Perencanaan Strategik
Hal perta;na yang akandilakukan adalah mempelajari profil organisasi
yang mencakuﬁ visi, misi, dan nilai yang dicanangkan organisasi, agar dapat
diketahui ke arah mana dan apa yang menjadi target utama atau prioritas



orgé_misasi di dalam melakukan kegiatannya sehari-hari serta proses bisnis
org:;misasi. Agar visi dan misi yang telah dicanangkan dapat tercapai dan
dini_pnitor tingkat pencapaiannya, tentunya memiliki obyektifi dan indikator
bisnis sebagai;tolak ukur. Dalam posisi ini, paling tidak terlihat dua peranan
tekﬁologi mfomasi yang penting, yaitu sebagai pemicu (drives) organisasi agar
dapat mencaﬁai obyektifi yang dicanangkan dan sebagai alat bantu untuk
melihat kmerja organisasi melalui pengumpulan dan penyampaian informasi
terk:ait dengan indikator tersebut.
: Tahap 2- Perencanaan Stategik TIK -

Proses selanjutnya dari hasil studi organisasi, dilakukan perencanaan
strafegik tujuian - adalah melakukan kajian terhadap serta hubungan
orgafnisasi dengan seluruh stakeholdernya. Hasil atau output dari pengkajian
ini pada dasarjnya adalah definist terhadap peranan teknologi informasi yang
sesﬁai dengan kebutuhan operasional organisasi.

" Tahap 3 - Analisa Kondisi existing

7 :- Proses sélanjutnya adalah melakukan analisa kondisi existing dari hasil
sun;ey, studi, :.wawancara dan diskusi dengan pihak yang terkait. Untuk
melihat kond:isi existing ini dilakukan dengan assessment kondisi TIK di
Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dari hasil assessment tersebut dapat disusun SWOT (strengths,
wea}cness, opportunities, threats) atau KEKEPAN (Kekuatan Kelemahan
Kesempatan dein Ancaman) untuk memetakan gambaran implementasi TIK
secara keseluruhan sehingga bisa disusun strategi pengembangan TIK yang
rnelii)uti aspek §DM, infrastrnktur teknis, sistem informasi serta organisasi.

Tahap 4 - Mendefinisikan Kebutuhan TIK, infrastruktur dan aplikasi

Setelah r;lempelajari secara seksama seluk beluk lingkungan internal
dan eksternal‘ organisasi, langkah berikutnya adalah mendefinisikan
kebuttuhan pen;gembangan infrastuktur dan aplikasi.

' Tahap 5 — Gap Analys TIK =

Gap Analys TIK adalah tahapan untuk menganalisa hasil olahan data-
data% dari analfsa hasil data survey, sistem yang sudah ada, dibandingkan

deng"an kebutuhan integrasi kedepannya, sehingga akan nampak gap yang



naxiﬁnya hal tersebut menjadi dasar untuk penentuan program kerja dan
roadmap pengémbangan TIK.

- Tahap 6 - Perumusan Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi

Informa,:si

3 Pemmu#an arsitektur berdasarkan proses bisnis yang akan
dikomputen'safsi yang meliputi : |

Desain arsitektur sfstem informasi

Desain ai:'sitektur Infrastruktur

Desain ta;ta kelola TIK

Keluaran'_ yang dihasilkan pada tahap ini akan sangat menentukan
keberhasilan eksekusi dari rencana pengembangan teknologi informasi agar
menglberikan nilai sesuai dengan harapan organisasi.

Tahap 7 - Mendefenisikan Program Kerja dan Roadmap

' Ibarat sebﬁah bangunan raksasa, arsitektur teknologi informasi yang
digambarkan pada tahap sebelumnya akan dibangun tahap demi tahap,
sesﬁai dengan prinsip rumah tumbuh. Masing-masing komponen atau modul
teknfologi itulah yang direncanakan akan dibangun secara bertahap, yaitu
padet_xjangka wz%ktu pendek, menengah, dan panjang.

Keseluruhan program kerja dipetakan pelaksanaannya sesuai dengan
tataékala waktia tertentu (jangka pendek, menengah, dan panjang) menjadi
sebuah perencianaan yang sesungguhnya. Output dari program kerja dan
roadﬁap ini meliputi infrastruktur aplikasi, tatakelola TIK dan pengembangan

road%nap /tahapan implementasi.



BABII
KONDISI E-GOVERNMENT

2.1 Kondisi Saat Ini

Dalam menyusun analisa kondisi, dilakukan survey pada satuan kerja

(Bagian, Dinas, Kantor, Lembaga, Kecamatan,) di lingkungan Pemerintah

Pacitan , kecamatan. Daftar satuan di pemerintah Pacitan sebagai berikut :

=
o

VONOAUDAWN W

Nama SKPD

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagaan

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
Dinas Pendidikan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dinas Sosnakertran

DPPKA

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dinas Pertambangan dan Energi

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Dinas Kesehatan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
BKD

Sekretm'lat Dewan

Satpol PP

Inspektorat

RSUD

BPBD

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

KLH .

" Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Diklat

Bagian Kerjasama dan Perbatasan
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Adm. SDA ‘
Bagian Hukum

Bagian Keuangan

Bagian Kesra

Bagiah_ PDE



38 Bagian Organisasi
. 39 Bagian Adm. Pemerintahan
: 40 Bagian Adm, Pembangunan
. 41 Bagian Umum
! 42 Bagian Ekonomi
¢ 43 Kecamatan Donorojo
. 44 Kecamatan Pringkuku
' 45 Kecamatan Punung
' 46 Kecamatan Pacitan
: 47 Kecamatan Kebonagung
1 48 Kecamatan Arjosari
" : 49 Kecamatan Nawangan
.. 50 Kecamatan Bandar
. 51 Kecamatan Tegalombo
- 52 Kecamatan Tulakan
-+ B3 Kecamatan Ngadirojo
' 54 Kecainatan Sudimoro

2. 1 1 Kondisi Geograiis

Kabupaten Pacitan terletak di Pantai selatan Pulau Jawa dengan Ietak
geograﬁs berada antara 110055’ — 1100 25’Bu_]ur timur dan 70 55’ - 80 17’
Lintang Selatan. Batas-batas administrasi : sebelah timur : kabupaten
'I‘-re:{ggalek; sel:;elah selatan : Samudera Indonésia ; sebelah barat : Kabupaten .
Wonogiri ( Jawa Tengah ); dan sebelah utara : Kabupaten Ponorogo. Luas
wilayah 1.389,87 Km2. |

: Dari asl;ek topografi menunjukkan bentang daratannya bervariasi -
dengan kemlrmgan sebagai berikut : .

- a! Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km2 atau 4% dari luas
' wﬂayah Kabupaten Pacitan.
b< Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km? atau 10%
dan Iuas w11ayah Kabupaten Pacitan.
c. Bergeklombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km’ 24%
' dari luas w11ayah Kabupaten Pacitan.
d Berbukit (kelas kelerangan 31-50%) dengan luas 722,73 Km? atau 52%
dan luas w11ayah di Kabupaten Pacitan.
e. Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan Iuas 138,99 Km? atau 10%
; ‘ dari luas wilayah di Kabupaten Pacitan.
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4
2.1.2 Kondisi Hardware /Perangkat Keras
| Perangkat komputer merupakan salah satu sarana yang diperlukan
dalam impleinentasi e-government.Dari  hasilpengumpulan data,SKPD
Pemerlntah kabupaten Pacitan mempunyaiperangkat komputer yang terdiri
dariPC, laptop dan server.
i Jumlah
;Komputer ( PCdan Laptopm aktlf dlgunakan) 970 .'
. Komputer yang terhubung LAN dan Internet d1 o 719.
;j’_masmg-masmgSKPD Bk L S
! Printer | 563
@ e R
[ Pentin : Windo |
L oom Prosesor ; Sistem Operasy ysss
' i/Celer PE""“ | 3%
on i
z%
> /’./2 i windo
Dual ! ws XP
Corc;;{ . . | winde 35% :
B~ vl P
;_. e o e e % Vista

Untuk operasional kantor, sebagian besar komputer sudah
| menggunakan spesmkam dual core atau lebih yaitu 74%, pentium IV 18 %
. dan sebagian kecil pentium III (2%).Slstem operasi yang banyak dipakai adalah

windows 7 dan windows 8 diikuti windows XP.
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‘Untuk pusat data atau datcenter, Pemerintah kabupaten Pacitan

mempunyai ruangan server yang sederhana.

Deskripsi Kondisi ruang data center

Lokasi * Lantai 1 Bidang TI gedung PDE

' ‘ * Ruang tertutup kaca

= Kekuatan ruangan tidak diketahui

‘ = Lantai daii ubin, belum Raised Floor

Sarana = Listrik PLN 1 sumber

Penunjané b * Generator tidak ada -

' = CCTV tidak ada |

= UPS manual on, ‘penempatan jadi satu dengan

- Server - _
‘= Pendingin ruangan : ac split
* Pengontrol suhu : tidak ada
= Alat pemadam kebakaran : tidak ada
. grounding: tidak diketahui tahanannya
- . = Security access : menggunakan kunci
Komunikasi - Tidak ada |

Lain-lain &’ » Rack server 1 unit
DRC/BDC ' * Belum ada
Control Room * Belum ada

12



2.1.3 Kondisi: Jaringan dan Internet

. Satuan kerja yang berada didalam komplek kantor buapti belum
terhubung dengan jaringan backbone. Beberapa satuan kerja sudah ada
jaringan LAN aihtar ruangan.

Berikut data rekapitulasi kondisi 1nfrastruktur Jaringan di Pemerintah
Kabupaten Pac1tan.

No. Deskﬂpsi Jumiah
SKPD

1 Jaringan yang terhubung ke PDE /Pengelola TI di 1
kon{plek kantor Bupati

2 | Jaringan LAN dalam ruangan masing-masing 16
SKPD |

3 . | Koneksi titik koneksi langganan internet mandiri 46
(WAN)

" Untuk Kkoneksi WAN ( wide area networ) sebagian besar SKPD melalui
_]alur koneksi internet dengan berlangganan secara mandiri.

| Dengan konhguras.l WAN seperti ini maka pengendalian keglatan TIK

diseﬁap SKPD: relatifi sulit dilaksanakan karena setiap SKPD sangat

indef)endent uﬁtuk mengelola jaringannya sendiri.

Sefiap unit langsung terhubung ke internet internasional. Jaringan
yang ada sekafang adalah setiap SKPD bebas melakukan interaksi dengan
internet sehingéa tidak terjaga kemanan transaksi data dan informasinya,
sangat rawan terhadap intrusi, kélrena setiap titik berada di area terbuka yang
lmgéung berha&lapan dengan publik.

. Tabel dibawah merupakan kondisi jaringan dan internet yang ada di
kabui:aten Pacigan : | '
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LAN ke Bidang

Lan antar

Kondis!

Bandwidth

No SKPD Tl /Kantor L Wifi |Internet| Sumber
Bupati ruangan AN ‘ - ;
1 {Badan KBPP Tidak Ada Tidak Ada | Baik 2 Ada '
2 | Badan Kepegawaian Daerah Tidak Ada ada baik 3 Ada Telkom 3 Mbps
Speedy
3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tidak Ada Tidak Ada ada Ada
4 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Tidak Ada Tidak Ada 1 Ada - Speedy 512 Mbps
Pemerintah Desa ' :
5 | Badan Penelitian, Pengembangan dan Tidak ada | baik ada Ada ISP (tidak
Statistik Kabupaten - . ‘ - diisi) -
6 | Bagian Administrasi Kesra Setda Tidak Ada Tidak Ada | putus 1 Ada
: . : -| sambung | S
7 . | Bagian Administrasi Pemerintahan Tidak Ada Tidak Ada Ada Speedy -
{Umum : - _ : . o
|8 Baglan Adrmmstram SDA : Tidak Ada Tidak Ada | baik - Ada Telkom .1 Mbps
: : ‘ . Speedy _
9 | Bagian Hukum Tidak Ada Tidak Ada | Baik Ada Speedy 1 Mbps
10 | Bagian Humas dan Protokol Setda Tidak Ada Tidak Ada Tidak
_ : Ada
11 | Bagian Kerjasama & Perbatasan Tidak Ada Tidak Ada | Baik Ada Speedy :
12 | Bagian Organisasi Setda Tidak Ada Ada Baik 2 Ada ISP - 1 Mbps
13 | Bagian PDE Ada ada | Baik ada. [Ada. . .[Astinet..-!2Mbps - |
' Telkom)
14 | Bagian Umum Setda - Tidak Ada | putus 1 Ada - --
N ‘ ‘ | sambung
.15 | Bappeda - e " “| Tidak Ada~ = | Tidak Ada” | ada Ada - {1 Mbps
16 BPBD Kabupaten Pacitan _ o | baik . 2 Ada Speedy | 2 Mbps-




BPM-PP

17 Tidak Ada Ada Baik 1 Ada ISP 1 Mbps
18 | Dinas Cipta Kaiya, Tata Ruang dan Tidak Ada Tidak Ada | Baik 1 Ada
Kebersihan ,
19 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda | Tidak Ada Ada Baik 2 Ada ISP
Dan Olahraga
20 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tidak Ada Tidak Ada 3 Ada Speedy 1 Mbps
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan Tidak Ada Ada Baik Ada ISP
22 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Tidak Ada Ada putus Tidak | Ada ISP 13 Mbps
Sipil sambung |Ada
23 | Dinas Kesehatan Tidak Ada Ada Baik 3 Ada ISP 2 Mbps
24 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Tidak Ada Tidak Ada 1 Ada Telkom
Perdagangan : Speedy
25 | Dinas Pendidikan Tidak Ada Ada Baik 4 Ada Speedy 1M,512K
dan
Jardiknas
26 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan . | Tidak Ada ada baik 3 Ada Telkom |2 Mbps
Informatika Speedy |
27 | Dinas Pertambangan dan Energi Tidak Ada Ada Baik 1 Ada Speedy 1 Mbps
28 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tidak Ada ada ada Speedy (2 | 0.5 Mbps
Transmigrasi account)
29 | Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan ada baik 2 Ada Telkom 1 Mbps
: Speedy
30 | DPPKA Tidak Ada Ada Baik 8 Ada Astinet 1 Mbps,
| (PT | 512 Kbps
31 [ Inspektorat Tidak Ada Tidak Ada 2 Ada Speedy 512 kbps x
: 2
32 | Camat Bandar Tidak Ada Ada Baik 1 Ada Speedy 1 Mbps
33 | Camat Tulakan Tidak Ada-- - | Tidak Ada | putus-----| 1~ Ada - -} oo b
sambung
34 | Kecamatan Tegalombo Tidak Ada Tidak Ada Ada GSM < 1 Mbps
15
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bd |

Kecamatan Pacitan

Ada

Baik

35 Ada 1 Ada ISP, dari | 1 Mbps
jaringan
: PemKab
36 | Kecamatan Pringkuku Tidak Ada Tidak Ada | putus 1 Ada ISP 1 Mbps
_ sambung
37 | Kecamatan Sudimoro Tidak Ada Tidak Ada | susah Tidak
- terhubung Ada .
38 | Kantor Ketahanan Pangan Tidak Ada Tidak Ada Tidak | Ada Telkom
L Ada Speedy '
39 | Kantor Lingkungan Hidup Tidak Ada 1 Ada Speedy 1 Mbps
40 | Kantor Pendidikan dan Pelatihan Tidak Ada Ada putus 1 Ada Speedy 1 Mbps
' ' _ sambung . '
41 | Kantor Perpustakaan, Arsip & Tidak Ada Tidak Ada - 1 Ada Telkom 512 Kbps
Dokumentasi ' o Speedy
42 { Kecamatan Donorojo Tidak Ada Tidak Ada Ada Telkom
: . : L L ' Speedy -
43 | Kecamatan Kebonagung Tidak Ada Tidak Ada 1 Ada Speedy 512 kbps
44 | Kecamatan Nawangan . Tidak Ada Tidak Ada Tidak :
' Ada
45 | Kecamatan Ngadirojo Tidak Ada Tidak Ada Ada Speedy
46 | Kecamatan Punung Ada Tidak Ada | putus 1 Ada Jaringan
. ' sambung Pemkot
47 | RSUD Pacitan Tidak Ada Ada - Baik 3 Ada Telkom 7 Mbps
B . o Speedy ‘
{48 | Satuan Polisi Pamong Praja . ............. . | Tidak Ada- - - - -| Tidak Ada - T Ade ISP -~
49 | Sekretariat DPRD Tidak Ada Tidak Ada 3 Ada ISP 512 Kbps
16 -




2.1.4 Kondisi Sistem Informasi

Berdasar data yang dlperoleh dari hasil kuisioner beberapa satuan
kelja dan kecamatan sudahmemiliki sistem informasi untuk membantu
manajemen/ pengelolaan data. Sistem informasi yang tersedia baru dapat
memehuhi kebutuhan imtuk tiap unit kerja tertentu sehingga unit kerja lain
sulit untuk dapat ikut memanfaatkan data hasil pengolahan sistem mformasi
tersebut Selam itu aplikasi juga banyak berasal dari pusat (
kementnan/lembaga negara). ‘ o

Dan beragam aplikasi yang dlgunakan SKPD ada aplikasi '.yang

dlgunakan oleh seluruh SKPD secara online.

Nama

Aplikasi Deskripsi = | Kepemilikan/Pengelola| Teknologi
SIPKAD Pengelolaan Ditjen Keuangan Daerah | Web
{Sistem Administrasi Kemendagri - (ASP/Oracle)
Informasi Keuangan '

Pengeiolaan | Daerah
Keuangan
Daerah) | :
| SIMONEV Monitoring | Bappeda Kab. Pacitan Web .
S pelaksanaan a
kegiatan
pembangunan
dan
mengevaluasi
indikator
| perencanaan
‘| kegiatan §
pembangunan

Dari banyaknya tyang ada terstebut béberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam penerapan dan pengelolaan aphka81 di Pemkab Pacitan adalah seb
1 Masih Jarang pola manajemen data secara elektronis (dalam bentuk
f basis data), sehingga akan menyulitkan dalam proses pemasukan
| data | | |
2 Belum adanya kebijakan birokrasi yang jelas tentang otoritas
kepenﬁlil&an data dan akses oleh pihak. lain
| 3 Kufangnfra pemahaman akan_ prinsip-prinsip HAKI (Hak Atas
Kekayaari Intelektual), sehingga beberapa satuan kerja menggunakan
perangkat lunak bajakan (1legal) | 7 | _
Daftar tabel aphka81 SKPD pengguna, desknp31, kepemlhkan/pengemla
dapat dlhhat pada ‘tabel di bawah im



-

DESRRIPSI

NO SKPD PENGGUNA NAMA APLIKASI KEPEMILIEAN/PENGELOLA | TEKNOLOGI
1| Kecamatan Kebonagung SIPKD . ... .. .... .| Aplikasi Pengelolaan ----- | Ditjen Keuangan Daerah' Web
“ Keuangan Kemendagri . (ASP/Oracle)
SIM Perizinan Aplikasi untuk mengelola - | Dinas Perizinan - Client Server
perizinan _
Website SKPD | Website untuk .. ) Pengelola Data Elektronik - { Joomla -~
Kecamatan menampilkan informasi | (PHP/Mysql)
Kebonagung SKPD terkait
Simbada Sistem pengelolaan barang Ditjen Pengelolaan Barang (PHP/Mysql)
' . milik daerah : Milik Daerah Kemendagri S
SIMONEP Aplikasi untuk monitoring | Badan Pembangunan Daerah | (PHP/Mysql)
realisasi anggaran (Bapeda)
SIPPD Aplikasi Perencanaan Badan Pembangunan Daerah | (PHP/Mysql)
Pembangunan Daerah (Bapeda)
Aplikasi E-KTP ‘| Input data dan rekam KTP | Dintjen Kependudukan dan Client Server
Elektronik Pencatatan Sipil Departemen
Dalam Negeri
Aplikasi Perpajakan Aplikasi Penghitungan dan | Dirtjen Perpajakan (PHP/Mysql)
' Cetak Laporan Perpajakan - '
Penghasilan
2 | Baglan Kerjasama & -
Perbatasan '
3 | Bagian Administrasi Website SKPD Babian | Website untuk Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum Administrasi menampilkan informasi Pemerintahan Umum
Pemerintahan Umum | SKPD terkait
4 | Dinas Cipta Karya, Tata E-mon Kementrian PU | Pengelolaan air bersih dan | Randal Jatim Clpta Karya Web
Ruang dan Kebersihan sanitasi Provinsi
' Web Based Reporting | Pelaporan kegiatan dak air | Kementrian Keuangan Web
System (WBRS) bersih
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SIRUP (Rencana | Informasi Program Kegiatan | Bagian Administrasi Web
Umum Pengadaan) SKPD Pembangunan Sefda Kab.
Website SKPD Profii SKPD Bagian PDE Kab. Pacitan Web
E-mon Kementrian PU | Pelaporan online kegiatan Kementrian PU Web
Satker PIP
Dinas Kependudukandan ., [SIAK .. . .. [Pelayanan Dokumen._. . . .. [ Dinas Dukcapil .. . Web. . . .. ...
Pencatatan Sipil - Kependudukan | o (ASP/Oracle)
Kantor Pendidikan dan Sistem Pengelolaan Mengolah, pelaporan data Kantor Diklat ASP
Pelatihan ' Barang dan Aset Aset Kantor Diklat
Daerah
SIPKD (Sistem Mengolah data keuangan Kantor Diklat . Program
Informasi Pengeloia Kantor Diklat aplikasi
Keuangan Daerah) SIPKD
SIPPD (Sistem Mengolah data renstra Kantor Diklat Program
Informasi Perencanaan | SKPD aphkasi
Pembangunan Daerah) | SIPPD
SE (Surat Elektronik) Mengagendakan surat Kantor Diklat Website
’ masuk dan surat keluar
secara elektronik ‘
SIMONEP (Sistem Mengolah data realisasi fisik | Kantor Diklat Website
Informasi Monitoring keuangan SKPD
dan Evaluasi
Pembangunan
SIRUP (Sistem Untuk mengetahui Kantor Diklat Program
Informasi Rencana anggaran SKPD Aplikasi
Umum Pengadaan) SIRUP
SBPP (Sistem Mengelola laporan SPJ Kantor Diklat Program
Bendahara setiap kegiatan Aplikasi
Pengeluaran SBPP
Pembantu)
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Kecamatan Pacitan

Kecamatan Pacitan

Informasi kegiatan

Kecamatan Pacitan/ PDE

Client Server

Kecamatan web
Dinas Pendidikan . .. ... . .. .|Dapodikdas . . ... . .. .| Aplikasi pendataan data- - - | Sekolah lingkup pendidikan ' | webbase
pokok pendidikan dasar dasar, dinas pendidikan,
o kementrian pendidikan dan
kebudayaan
Dapodikmen | Aplikasi pendataan data . .. | Sekolah lingkup pendidikan webbase .. ... |.
pokok pendidikan menengah, dinas pendidikan,
menengah kemenirian pendidikan dan
kebudayaan
Vervalsp Aplikasi manajemen data Dinas Pendidikan & Web
satuan pendidikan Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan
Vervalptk Aplikasi manajemen data Dinas Pendidikan & Web
pendidik dan tenaga Kementrian Pendidikan dan
kependidikan Kebudayaan
Vervalpd Aplikasi manajemen data Dinas Pendidikan & Web
peserta didik Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan
Login management Aplikasi pemberdayaan data | Dinas Pendidikan & Web
dapodik dapodiknas dan Kementrian Pendidikan dan
dapodikmen Kebudayaan
Padamu
Simtun Aplikasi manajemen Dinas Pendidikan & Web
tunjangan Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan
Management Website | Website untuk Dinas Pendidikan Joomla
Dindik menampilkan informasi (PHP/Mysql)
Dinas Pendidikan terkait
SIPKD Aplikasi Pengelolaan Ditjen Keuangan Daerah Web
Keuangan Kemendagri (ASP/Oracle)

20




-

9 | BPBD Kabupaten Pacitan SIPKD Apliaksi Pengelolaan Ditjen Keuangan Daerah Web
Keuangan (ASP/Oracle)
.| Web SKFD Balitbang - - | Website untuk ‘| Badan Penelitian ~ -1 Joomla '
menampilkan informasi Pengembangan dan Statistik | (PHP/Mysql)
SKPD terkait
SIPPD Website untuk BAPPEDA PHP/ MySsql
menampilkan informasi =~ [ e e
| perencanaan pembangunan .
: daerah _
10 | Dinas Tanaman Pangan dan | SIPKD Aplikasi pengolahan data Ditjen Keuangan Daerah Web
Peternakan keuangan Kemendagri (ASP/Oracle)
Website SKPD Website untuk Dinas Tanaman Pangan dan |Joomla
menampilkan informasi Peternakan (PHP/Mysql)
SKPD terkait :
SAKPA Sistem informasi akuntansi | KPKN Web
keuangan dan anggaran (ASP/Oracle)
SIMAK BMN Sistem informasi keuangan | KPPN web (Oracle)
barang milik negara
Simonev Sistem monitoring dan Dinas Tanaman Pangan dan | Web
evaluasi Peternakan (MySQL/PHP)
SPP Surat permintaan KPPN web (Oracle)
pembayaran
RKA-KL Rencana Kebutuhan KPPN web (Oracle)
Anggaran Kementerian
Lembaga
E-proposal Informasi Pengajuan Dinas Tanaman Pangan dan | Web
proposal kegiatan § tahun Peternakan (PHP/MySQL)
MPO,Cyber Extension, | Pengelolaan kegiatan dinas | Dinas Tanaman Pangan dan | web (Oracle)
E-form Horti, AAP Peternakan
11 | Badan Penelitian,
Pengembangan dan Statistik
12 | Baglan Administrasi SDA SIPKD Alokasi pengelolaan Web

Ditjen Keuangan Daerah
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keuangan
13 | Badan Kepegawaian Daerah | SIPKD Aplikasi Pengelolaan Ditjen Keuangan Daerah Web
N e .«..] Kenangan -~ - - - | Kemendagri - - - -1 (ASP/Oracle) " |
Webmte SIPKD BKD Website untuk Badan Kepegawaian Daerah Joomla
menampilkan informasi (PHP/Mysql)
SKPD terkait
| SIMPEG | Aplikasi untuk pengelolaan Badan Kepegawaian Daerah... | Web basic......|.
‘ ' . kepgawaian ‘ : (PHP/MySQL)
Aplikasi Kuanagn Aplikasi Pembuatan RKA Badan Kepegawaian Daerah | Web basic
SKPD dan DPA SKPD (PHP/MySQL)
Aplikasi Arsip PNS Aplikasi untuk digitasi arsip | Badan Kepegawaian Daerah | Web basic
' PNS dan Pengelolaan Arsip (PHP/MySQL)
PNS
Aplikasi SIMONEP Laporan realisasi fisik dan Badan Perencanaan Web basic
keuangan Pembangunan Daerah (PHP/MySQL)
14 | Kecamatan Donorojo SIPKD Aplikasi pengelolaan DPPKA Kab. Pacitan Web
: keuangan daerah ‘
SIPPD Aplikasi Perencanaan Bappeda Kab. Pacitan Web
Pembangunan Daerah
SIPBD Aplikasi pengadaan barang Administrasi Pembangunan Web
daerah Kab. Pacitan
SIMBADA Aplikasi laporan barang DPPKA Kab. Pacitan Web
milik daerah
Laporan Pajak Aplikasi laporan pajak KP2KP Kab. Pacitan Web
tahunan
SIAK Aplikasi administrasi Disdukpencapil Kab. Pacitan | Web
kependudukan
e-KTP Aplikasi perekaman data e- | Kemendagri Web
KTP '
15 | Dinas Perhubungan, Sistem Informasi Uji Aplikasi pengelolaan uji Dinas Perhubungan Web
Komunikasi dan Informatika | Kendaraan (SIAK) kendaraan (PHP/MySQL)
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Kepegawaian)

kepegawaian /PNS

| Sistem informasi izin Aplikasi pengelolaan trayek Dinas Perhubungan { Web
| trayek angkutan umum S (PHP/ MySQL)
| GIS Sarana " - *| Informasi berbasis geografi | Dinas Perhubungan™ " " Web B
Tansportasi sarana transportasi (PHP/MySQL)
Website SKPD Dinas | Website untuk | Dinas Perhubungan Web
Perhubungan menampilkan informasi , B (PHP/ MySQL)
L L e .| SKPD terkait .. B O TSP . ;
16 | Kee. Tegalombo KK/SIAK Aplikasi pembuatan KK Dukcapil / kec. Web
' Perekaman e-KTP Pelayanan perekaman e- Dukcapil/kec. Web
' KTP
Website SKPD Kec. Informasi tentang kegiatan | Kantor Kec. Tegalombo PHP/MySQL
Tegalombo yang ada di Kec. Tegalombo ' o B
SIKPD Aplikasi pengelola keuangan | Ditjen Keuangan Daerah Web
, : Kemendagri
17 | Kecamatan Punung | SIAK {Sistem Informasi | Mencetak KK dan KTP Dinas Kependudukan dan
| S | Administrasi SRR Catatan Sipil Kab. Pacitan
Kependudukan) . .
PATEN (Pelayanan 1. Pelayanan kepada Bagian Pengolah Data
Administrasi Terpadu | masyarakat dalam bidang Elektronik Kabupaten Pacitan
Kecamatan) perijinan : : :
2, Pelayanan surat-
menyurat (pindah tempat,
pindah datang dll)
3. Mengentri kegiatan
Camat secara online
E-KTP Pelayanan pemotretan Dinas Kependudukan dan
kepada masyarakat yang Catatan Sipil Kab. Pacitan
akan mengurus KTP
' Elektronik
18 | DPPKA | SIMPEG (Sistem Mengetahui dan mengolah | BKD Kab Pacitan Kerjasama
Informasi Manajemen | data/informasi tentang dengan BKD
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Mengelola admmistrasi

‘| obyek pajak (PBB)

SIPKD (Sistem. DPPKA Kab Pacitan Kerjasama -
Informasi Pengelola keuangan daerah ' ' dengan PT
Keuangan Daerah) - - | (Penganggaran, -« -« oo mor o fon v SRR B 01:7.10) ERIEEERS B

5 ) | penatausahaan Lo L S '
RKA - DPA - APBD Mengelola data RKA DPPKA Kab Pacitan Swakelola

' ' (Rencana Kerja Anggaran), .
DPA (Dokumen. =~ |
| Pelaksanaan Anggaran) dan
. Pembuatan Buku APBD
Sistem Informasi Mengelola administrasi DPPKA Kab Pacitan Swakelola
Pendapatan Daerah pendapatan daerah secara -
global
Sistem Pengelolaan Mengelola administrasi DPPKA Kab Pacitan Swakelola
Barang Pakai Habis aset-aset daerah o .
dan Inventaris ' ' : ' L S . -
Sistem Informasi Pajak | Mengelola administrasi DPPKA Kab Pacitan Swakelola
dan Retribusi Daerah | pajak dan retribusi daerah o R :
Sistem informasi- Mengelola administrasi DPPKA Kab Pacitan Swakelola
pembayaran pajak dan | pembayaran pajak dan | '
‘| retribusi daerah retribusi daerah ,

SISMIOP (Sistem Mengelola administrasi DPPKA Kab Pacitan Swakelola
Manajemen Informasi | obyek pajak (PBB)
Obyek Pajak)
SIG (Sistem Informasi | Mengelola DPPKA Kab Pacitan Swakelola
Geographic) administrasi/pemetaan

SIM Gaji (Sistem

Mengelola adminsitrasi gaji

DPPKA Kab Pacitan

Software dari’

Informasi Manajemen | PNSD PT Taspen
Gaji) . - ' :
Situs : ‘ Web resmi DPKKA DPPKA Kab Pacitan Kerjasama
dppka.pacitankab.go.id ' ' ' dengan
Bagian
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‘a

LDT (Laporan dana Mengelola administrasi DPPKA Kab Pacitan Kerjasama
transfer) laporan DAK dengan
. e B P Kementrian -
Keuangan
- 19 | RSUD Pacitan
20 | Bappeda SIPPD (Sistem Mengendalikan dan Bappeda Kab. Pacitan Web
Informasi Perencanaan | mengawasi proses '
Pembahgunan Daerah) | perencanaan dari levl
musrenbang kecamatan
hingga KUA PPAS
SIMONEP APBD Monitoring pelaksanaan Bappeda Kab, Pacitan Web
kegiatan pembangunan
yang bersumber pada dana
APBD dan APBN serta
mengevaluasi indikator
perencanaan kegiatan
pembangunan
SIM Persuratan mengelola surat masuk dan | Bappeda Kab. Pacitan Access
keluar
SIMPEG (Sistem mengelola data pegawai Bappeda Kab. Pacitan PHP/MySQL
Informasi Manajemen .
Kepegawaian) :
21 | Dinas Kebudayaan, SIPPD Aplikasi perencanaan Bappeda server online
Pariwisata, Pemuda Dan program daerah '
Olahraga SIMONEV Aplikasi sistem informasi Bag pembangunan server online
dan monitoring dan
evaluasi laporan bulanan
SIPKD Aplikasi pengelolaan Ditjen Keuangan daerah Web
keuangan (ASP/Oracle
Website SKPD informasi Dinas Budparpora | Dinas Budpora Joomla
(PHP/Mysql)
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Energi

SKPD terkait

Website Pacitan informasi pariwisata, Dinas Budpora web
Paradise ofiJava budaya, dan kuliner _
| 22|BPM-PP. .. ... ... oo I SIMPTSP - -+ -~ -« « Database dan aplikasi - - { BPMPP -| PHP/MySQL
pendaftaran, pemrosesan, '
cetak izin dan pelaporan
- SMS Center
website BPMPP | Websiteuntuk | BPMPP PHP
) - menampiltkan SKPD 4
SIPKD Pengelolaan pembangunan | Sekretariat Daerah
Monev APBD Laporan proyek bulanan Bappeda
23 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja SIPKD Aplikasi pengelolaan Ditjen Keuangan Daerah
dan Transmigrasi : keuangan
24 | Dinas Koperasi, SIPKD Aplikasi pengelolaan DPPKA web (USADI)
Perindustrian dan keuangan _ '
Perdagangan SIMBADA Aplikasi pengelolaan DPPKA
: ' barang/jasa :
website SKPD Dinas website untk menampilkan | Dinas Koperindag
Koperindag informasi skpd terkait
Simonep Mencatat perkembangan Bappeda
pelaksanaan kegiatan
pembangunan. Memantau
proses dan kemajuan
pelaksanaan kegiatan
SIPPD Penyusun renja SKPD Bappeda
Sisko ODS Online data | Pelaporan data kegiatan Diskop UKM Jatim
sistem koperasi
25 | Dinas Pertambangan dan SIPKD Aplikasi pengelolaan Ditjen Keuangan Daerah Web
Energi keuangan Kemendagri (ASP/Oracle)
Webite SKPD Dinas Website untuk PDE Joomla
Pertambangan dan menampilkan informasi (PHP/Mysql)
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Simbada Aplikasi pengelolaan barang | DPPKA PHP/MySQlL ..
daerah
| SIMONEP - Aplikasi monitoring evaluasi [ Bappeda - ~-- - 1 PHP/MySQL
dan pelaporan kegiaian
RPJMD Aplikasi monitoring evaluasi | Bappeda PHP/MySQL
o dan pelaporan kegiatan
ISIPPD. .. .. _..... .. Aplikasi Perencanaan...... Bappeda. . . - { PHP/MySQL .. |.
' - | kegiatan SKPD | - :
26 | Dinas Kehutanan dan SIPKAD (Sistem Pengelolaan Administrasi Ditjen Keuangan Daerah Web
Perkebunan Informasi Pengelolaan | Keuangan Daerah Kemendagri (ASP/Oracle)
Keuangan Daerah) - : o
SIPPD (Sistem Pengelolaan usulan Bappeda Kab. Pacitan Web
Informasi Perencanaan | perencanaan pembangunan (ASP/Oracle)
Pembangunan Daerah) | daerah . :
SIMONEV (Sistem Monitoring Evaluasi Bappeda Kab. Pacitan Web
Informasi Monitoring Realisasi Fisik dan : (ASP/Oracle)
dan Evaluasi) Keuangan SKPD :
E. Proposal (Proposal Pengajuan Proposal Keg. Kementrian Pertanian Web
Electronic) Lingkup Kementrian (ASP/Oracle)
' - Pertanian - :
MPO (Model Pelaporan | Pelaporan Kegiatan Tahun | Kementrian Pertanian Web
On Line) Berjalan ' (ASP/Oracle)
Pacitan Media Online | Meningkatkan Pelayanan PDE/Pemda Pacitan Web
Pemerintah Kabupaten | Administrasi Perkantoran (ASP/Oracle)
Pacitan serta untuk memperlancar
pemrosesan data dan
: laporan secara electronik
PPDAK (Pelaporan Untuk melaporkan DAK Kementrian kehutanan Web
Penggunaan Dana Kehutanan republik Indonesia (ASP/Oracle)
Alokasi Khusus Bidang
Kehutanan)
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Sistem Informasi RKA-
SKPD

Pengelolaan Penganggaran
SKPD

DPPKA Kab, Pacitan

Aplikasi

Pembangunan Daerah)

pelaksanaan pembangunan
daerah

. 27 | Kecamatan Nawangan ... |SIPKD . .. ... . . .| Aplikasi pengelolaan . ... Ditjen Keuangan Kemendagri .| Web .. = ..
keuangan (ASP/Oracle)
SIAK Aplikasi data Dinas Dukcapil
kependudukan
E-KTP Aplikasi data - Kemendagri
e kependudukan'elektronik’ | . -
Website SKPD Website untuk Bagian PDE Setda Kab. Joomla
Kecamatan Nawangan { menampilkan Kecamatan Pacitan : (PHP/Mysql)
. : Nawangan . .
28 | Dinas Kelautan dan SIMPEG (Sistem Mengetahui data informasi | BKD Kab pacitan Web
Perikanan Informasi Mangjemen | tentang kepegawaian/PNS ' (ASP/Oracle)
Kepegawaian)
SIPKAD (Sistem Pengelolaan Administrasi DPPKA Kab. Pacitan Web
Informasi Pengelolaan | Keuangan Daerah ' ' (ASP/Oracle)
Keuangan Daerah)
SIMONEP (Sistem Mengetahui data informasi | Bappeda Web
Informasi Monitoring tentang pelaksanaan (ASP/Oracle)
dan Evaluasi kegiatan APBD
Pembangunan
SIPPD (Sistem Mengetahui data informasi | Bappeda Web
Informasi Perencanaan | tentang perencanaan dan (ASP/Oracle)

SIRENDAK (Sistem
Perencanaan Dana
Alokasi Khusus)

Mengetahui data informasi
tentang perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan DAK

Sekretaris Jenderal
Kementrian Kelautan dan
Perikanan

Client Server
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LPSE LKPP (Layanan
Pengadaan Secara

Mengetahui data informasi
tentang perencanaan dan

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa

Web
(ASP/Oracle)

dan Perikanan)

lokasi pembinaan penyuluh

Elektronik) .. .. ... .. |pelaksanaan pengadaan. . .|Pemerintah
. barang jasa ' _
SAKPA Sistem Akuntansi Instansi | Dirjend Kelautan Pesisir dan | Client Server
dalam Pengelolaan Dana Pulau-pulau Kecil, KPPN,
_ APBN Kementrian Kenangan - | =
SIMAK-BMN Sistem Informasi dan Dirjend Kelautan Pesisir dan | Client Server
Akuntansi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil, KPPN, ‘
Barang Milik Negara Kementrian Keuangan,
: - ' ‘ KPKNL
Persediaan Sistem pengelolaan BMN Dirjend Kelautan Pesisir dan | client Server
terutama barang habis Pulau-pulau Kecil, KPPN,
pakai Kementrian Keuangan,
i KPKNL '
| SPM Sistem pengajuan dan . Dirjend Kelautan Pesisir dan | client Server
pembayaran keuangan yang | Pulau-pulau Kecil, KPPN,
bersumber APBN Kementrian Keuangan,
KPKNL
DIPA/RKAKL Sistem Aplikasi penyusunan | Direktorat Jendral Anggaran | Web
: anggaran Kementrian Keuangan, | (ASP/Oracle)
Kementrian Kelautan dan
Perikanan
SIMLUHKP (Sistem Mengetahui data penyuluh, | Badan Pengembangan SDM | Web
Penyuluh Kelautan kegiatan penyuluh serta Kelautan dan Perikanan (ASP/Oracle]

Aplikasi PUPI
(Pengembangan Usaha
Penangkapan Ikan)

Mengetahui data jumlah
kapal, jumlah nelayan

Direktorat Pengembangan
Usaha Penangkapan Ikan
Dirjen Perikanan Tangkap

Client Server
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SIDATIK (Sistem Data
Statistik Kelautan dan

Mengetahui data penyuluh,
kegiatan penyuluh serta

Kementrian Kelautan dan
Perikanan

Client Server

Keuangan

ool o o o, . ... . .|Perikanan) . . .. .. . |lokasi pembinaanpenyuluh . . .. ... .. | .. ... .
29 | Badan Pemberdayaan SIPKAD Aplikasi Pengelolaan Ditjen Keuangan Daerah Web
Masyarakat dan Pemerintah Keuangan Kemendagri ' (ASP/Oracle)
Desa - :
~ | Sim Penata Usahaan _| Aplikasi Pengelolaan .| DPPKA Kab. Pacitan . _ | Client Server |._
. Aset SRR o . , . i
Website SKPD | Website untuk Bapemas dan Pemdes Joomla
Bapemas menampilkan informasi (PHP/Mysql)
SKPD terkait
Profil Desa/ Kelurahan | Pengisian data Profil Desa/ | Ditjen PMD Kemendagri WEB
Kel '
30 | Satuan Polisl Pamong Praja | SIMPADA Pengelolaan | Aplikasi Pengelolaan Barang | Satpol PP Kab. Pacitan Web
" | Barang (Aset) (Aset) | ‘ (ASP/OQracle)
SIPKD Aplikasi Pengelolaan Ditjen Keuangan Daerah Web
Keuangan ' Kemendagri (ASP/Oracle)
Website SKPD Satpol Website untuk Satpol PP Kab. Pacitan Joomla
PP menampilkan informasi (PHP/Mysql)
SKPD terkait
Pelaporan Melaporkan Kegiatan yang | Satpol PP Prov. Jatim Joomla
| ada di masing-masing : (PHP/Mysql)
‘ satuan _
31 | Kecamatan Ngadirojo SIPKD Aplikasi pengelolaan Ditjen Keuangan Daerah Web
keuangan Kemendagri (ASP/OQOracle)
32 | Kantor Perpustakaan, Arsip | SIPKD Aplikasi Pengelolaan Ditjen Keuangan Daerah Web
& Dokumentasi Keuangan Kemendagri (ASP/Oracle)
- INLIS Aplikasi pengelolaan Perpustakaan Nasional RI Web
operasional perpustakaan
33 | Kantor Camat Bandar SIPKD Aplikasi Pengelolaan Ditjen keuangan daerah Web
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D

>

SIM Perizinan - _ Ap11kas1 Pengelolaan '| Dinas Perizinan Client Server
R Denzman ' o S :
SIAK * | Aplikasi administrasi Dukcapil /kec. Web
: | kependudukan o '
SIPPD Aplikasi Perencanaan Bappeda Web
: o . e Pembangunan Daerah e : e
34 | Dinas Kesehatan Simpustronik | Aplikasi pelayanan di- Dinas Kesehatan Ms. Access
| Puskesmas
SIPKD Aplikasi pengelolaan Ditjen Keuangan Daerah Web
keuangan Kemendagri
Komunikasi Data Gizi | Aplikasi pemantauan | Kemenkes Web
dan KIA terintegrasi capaian Bantuan ‘
.| Operasional Kesehatan
(BOK) -
Aplikasi Komun1ka51 "| Aplikasi pelaporan capa1an | Kemenkes - - ' Web
data program kesehatan -
Sistem Informas1 Gizi - -Palaporan capaian Pprogram Kemenkes Web
(SI Gizi) - gizi e
EWARS Aplikasi pelaporan Kemenkes Web
kewaspadaan dari Kejadian | -
Luar Biasa
STBM web Aplikasi plaporan akses Kemenkes Web
jamban '
Sistem Informasi Aplikasi pelaporan Kemenkes Web
Imunisasi imunisasi -
35 | Camat Tulakan SIPKD Aplikasi pengelolaan Ditjen keuangan daerah Web
| keuangan S : (ASP/Oracle)
36 | Inspektorat SIPKD Aplikasi pengelolaan Ditjen Keuangan Daerah ‘Web
S keuangan Kemendagri (ASP/Oracle)
Website inspektorat Menampilkan 1nforma31 inspektorat PHP

SKPD
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SAKPA

Aplikasi pengelolaan,
pelaporan administrasi

- -1 barang milik negara dana-

APBN

Kementrian Keuangan

SIMAK-BMN

Aplikasi pengelolaan,
pelaporan administrasi

barang milik negara dana |
APBN ST

Kementrian Keuangan

SPM

Aplikasi pengelolaan
administrasi keuangan -
dana APBN . ‘

Kementrian Keuangan

43

Kantor Kecamatan
Pringkuku

SIPKD

Aplikasi pengelolaan
keuangan

Ditjen Keuangan Daerah
Kemendagri

44

Kecamatan Sudimoro

45

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

SIPPD

Sistem Informasi _
perencanaan pembangunan
daerah

Bappeda

web

SIMONEP

Sistem informasi monitoring
dan evaluasi pembangunan

Bappeda

web

SIPKD

Sistem informasi
pengelolaan keuangan
daerah

DPPKA

| web

UKP-PPP

Unit kerja presiden bidang
pengawasan dan
pengendalian pembangunan

Bakesbang Prov. Jatim.

web

46

Bagian Organisasi Setda

Website SKPD bagian
organisasi

Untuk menampilkan
kegiatan di bagian
organisasi

bagian organisasi

Joomla
(PHP/Mysql)

SIM Persuratan

mengelola surat masuk dan
keluar

bagian organisasi

Client Server
(Delphi)

47

Bagian Umum Setda

Surat Elektronik

Aplikasi pengelolaan
persuratan (surat masuk

Bagian PDE

33




dan keluar)

48

Bagian Hukum~ - -+~ oo

jdih.jatimprov.gi.id/ka -

bpacitan

untk pengelolaan jaraingan -
dokumentasi dan informasi
hukum -

Biru hUkum Prov, Jatim~ -

—
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2.1.5 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sesuai hasil data dari SKPD yang survey, jumlah pegawai ada 1614
orang. Dari jumlah tersebut kompetensi dibidang teknologi informasi terutama

aplikasi komputer cukup beragam.

Kemampuan Penguasaan IT
' e
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£ 30 7 - _ — i
CE 20 L — - i
i v 4D f.
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;, Linux Server | Maintenance Jaringan E

Komputer )

. ll_‘»enesl I 9 32 27 :

i

Sekitar 60% atau 967 pegawai sudah mampu menggunakan komputer
bersis wxndows, .dan 53 % mampu menggunakan aplikasi office untuk
rnenun_]ang pekerjaan di kantor.

Untuk kemampuan berdasarkan kualifikasi khusus, seperti linux server,
maintenance kozilputer dan jaringan jumlahnya masih sedikit, sehingga
kedepaimya masil:i perlu ada peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan-
pelatih:;ln di bidang teknologi informasi.

2.2 Kondisi Ideal

Penerapan téknologi informasi di pemerintahan adalah merupakan upaya
untuk ;.mengembéngkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiskan.
elektronik dalam '_rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan
publik secara efektif dan efisien. =~

A'hali'sa' kondisi ideal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana
kondisi yang diharapkan dari penerapan teknologi informasi dalam

mendui_cung ‘kinerja pemerintahan daerah . Analisa kondisi ideal ini



 berasarkan peratﬁran yang berlaku dan trend teknologi informasi saat ini dan
yang akan datang

Sesua1 dengan yang telah tertuang dalam Inpres No. 3 tahun 2003
tentang Kebljakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dalam
paragraf Tu_;uan Pengembangan e-Government yang diarahkan untuk
mencapa1 4 tujuan utama yaitu : |

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang
memlhkl kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas
‘serta dapat terjangkau di selurnh wilayah Indonesia pada setiap saat
tidak dlbata31 oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh
masyarakat.

2. Pembentukan hubungan interaktiff dengan dunia usaha untuk

' memngkatkan perkembangan perekonomlan nasional dan
memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan
perdagangap internasional. | |

3. i’erribentulgan mekanisme ‘dan saluran k‘omunikasi dengan lembaga-
lembaga ne;gara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat
égar dapat liierpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

4. Pembentukén sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan
efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga
;Semerintahldan pemerintah daerah otonom..
f)alam kerangka ini fungsi teknologi informasi tidak sekedar sebagai

penunjiang manajé_men pemerintahan yang ada, tetapi justru mempakan driver
~of chahge atau sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya perubahan-
perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraén
pemerihtahan. Pencapalan keseluruhan tujuan tersebut diatas adalah
merupakan perwujudan dari kondisi. ideal dimana pemerintah dengan

dukungan telnlolbgi informasi mampu memberikan pelayanan yang responsif

. dan berkualitas pada masyarakat umum, kalangan dunia usaha ataupun

pelayanan antar lembaga pemermtahan

Beberapa aspek yang dituntut dalam pehérapan teknologi informasi guna

mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut :

2.2.1 Kelembagaan
Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan penerapan teknologi

informam di pemermtah daerah adalah dengan menggunakan perpaduan
model éentmﬁsasi dan desentralisasi. _
Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol pelaksanaan

penerapan teknoiogi informasi di masing-masing unit terkait, sehingga tercipta
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suatu Sistem yan:g- terintegrasi satu sama lain dengan interoperabilitas yang
tinggi, - sentralisaéi juga dibutuhkan untuk dapat mengatur penggunaan
standaﬁsa& dalam sarana ataupun prasarana yang dibutuhkan guna
memak31malkan investasi.

Sentxallsas1 1n1 diwujudkan dalam satu umt yang bertanggung jawab
langsung pada p;mpman daerah dan mempunyai tingkat kewenangan yang
setara ;dengan diengan badan atau dinas, seh'rﬁgga memungkinkan untuk
melakukan koordinasi secara horizontal.

Tugas dan t:anggungljawab unit ini diantaranya adalah : 7

a. Melakukan %kqordinasi dan perencanaan secara menyeluruh
dalam merrilgksimalkan penggunaan teknologi informasi di pemerintahan
daerah.

b. Melakukani standarisasi arsitektur sistem, standarisasi data dan

o

informasi fang dibutuhkan guna menjamin interoperabilitas sistem yang
akan dlterapkan '

c. Mengelola portal informasi pemermtah daerah dan gateway sistem
u_lforrn331 manajemen pemerintahan daerah yang menghubungkan
sistem ini dan jaringan internet.

d. Membantu i)erencanaan pengembangan sistem informasi dibutuhkan di
rhasing—mas_ing unit. ‘

e. Mengelola I;rasarana dan sarana yang dibutuhkan secara bersama-sama
dalam pengopera31an sistem mfonn331 mana_]emen pemerintahan daerah
seperti _]armgan utama (backbone), berbaga1 server mail, DNS dan

| berbagal basis data.
Desentra113331 dibutuhkan untuk menjamin fleksibilitas 31stem, dan
untuk menlngkatkandaya respon sistem terhadap perubahan-perubahan yang

dlperlukan Desentrahsa& ini diwujudkan dengan memberikan kewenangan-

' kewenangan kepada masing-masing unit untuk mengelola secara mandiri

penggunaan teknplog1 informasi di unit masing-masing guna menghindari
duplikasi yang tid;ik diperlukan, serta menjamin interoperabilitas antar sistem
maka I;erencanaan dan pengembangan teknologi informasi di masing- masing
unit héruslah di -_koordihasikan secara penuh dengan sentral unit pengelola

teknologi infonnaSi. Hal ini juga dibutuhkan guna lebih mengefektifkan dana

' inveSta_si yang dik:eluarkan.

2.2.2 Sumbér Da§a Manusia -
Dalam konﬁisi ideal sétiap pegawai pemerintah daerah diharapkan
memiliki kemémpuan yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi

informési untuk. menunjang tugas dan kewajiban kerjanya. Jenis dan
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kemampuan yang dituntut sangat beragam tergantung pada posisi dan
tugasnsra. Diantara keahlian yang dibutuhkan adalah :

a. Tehisi Korflputer/Jaringan/Telekomunikasi |
Personil 'ya'ln'g bertugas untuk melakukan perawatan atau perbaikan
terhadap perangkat keras yang dalam hal ini dapat berupa komputer dan
_]anngannya, ataupun peralatan telekomumkam lainnya.

b. Programmer
Personil yang bertugas untuk melakukan pembuatan program-program
komputer berdasarkan petunjuk rancangan Sistem Analis, juga bertugas
untuk niéndeteksi serta memperbaiki kesalahan-kesalahan
pemrograman pada aplikasi yang ada

C. Admlmstrator Web
Persoml yang bertugas untuk mengelola web server pemerintah daerah,
serta bertanggung jawab secara teknis untuk mengkoordinir penyediaan
data yang akan ditampilkan di web site pemerintahan daerah.

d. Sistem Analis
Personil yahg bertugas untuk merancahg pembangunan aplikasi sistem
irlformasi yang dibutuhkan sesuai dengan kaidah-kaidah standard yang
dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi, serta mampu untuk
melakukan dokumentasi hasil analisa dan rancangan sistem secara baik
sehingga ‘memudahkan dalam perawatan sistem ataupun kelanjutan
pembangunannya

e. Admmlstrator Sistem
Persoml yar_lg bertugas untuk mengelola sistem informasi yang tersedia
di masing-masing instansi pemerintahan daerah, serta mengatur
péndaftaran user dan memberikan hak akses dan kewenangannya pada
sétiap user '

f. Administrator Jaringan

Personil yaxig bertugas untuk mengelola jaﬁngan komputer

PEningkataﬁ kemampuan sumber daya manusia dibutuhkan dan
dlsesualkan dengan tugas dan kewajiban dari personil yang bersangkutan.
Pemngkatan kemampuan personil dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan
maupun studi tingkat lanjut. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab
terhadép sistem m1 semakin lama akan semakin ahli pada bidangnya dan akan
semakih bermanfaat jika ia tetap pada pekerjaanya . Dengan demikian
diperluimn mekaﬁisme apresiasi yang berbeda bagi mereka. Jalur fungsional

pranata komputer yang tugasnya adalah merencanakan, menganalisis



,Jmerancang, . Iilengimplementasikan, mengembangkan dan atau

mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer

2.2.3 Ihfrastrukthr Sistem Informasi fAplikasi

Desain Arsitekur Aplikasi ideal di dasarkan pada Blueprint Sistem
Aplikas'_i E—Govéx:'nment yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan
Informasi tahun 2004. Dokumen ‘tersebutrdikeluarkan untuk dapat menjadi
' panduz;m 'bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan aplikasi e-
Goverrfment yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk waktu
yang - cukup fpanjang. Diharapkan  sistem = e-Government yang
' dikemﬁangkanderigan mengikuti panduan tersebut dapat memenuhi harapan
yang diinginkan dan dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya.

Blﬁeprint :Sistem Aplikasi e-Government sendiri disusun berdasarkan
pendekatan fungsional layanan dari. sistem kepemerintahan yang harus
‘ diberikan oleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, dan urusan
administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan
Perneri;ﬁtah Daérah, yang diperlukan guna terselenggaranya sistem
'kepemérintahan jdaerah. Sistem pemerintahan daerah yangdiacu dalam
dokumen terseblit juga selaras dengan UU No 32 tahun 2004 tentang
Pemerihtah Daerafh.- '

up Grup up
Fungsi Kelembagaan  Fungsi Kelembagsan  fungsi Kelembagaan -
dengan t ayanan dengan 1 ayahan dengan L ayanan
Berorientasi Rerorientasi Berorientasi
PUBLIK BISHS PEMURINTAH

. Public Business Oriented  Goveimim Oriended |

o B3 unuALe:) oREIlY i DI

Jenis layanan dari sistem informasi yang teridentiflkasi dapat
dﬂcategbrﬂ{an ke dalam 2 (dua) kategori yaitu:
1. Front (i)fﬂc;e |
i Kategori sistem .informasi yang orientasifungsinya langsung
membei‘ikan pelayanan kepada penggunanya baik itu masyarakat
: maupuh dari kalangan bisnis.
2 Back dfﬁce



Katego:ri sistem informasi yang orientasi fungsinyé Iebih banyak
dltu_;ukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat
admm1stra31 kepernermtahan serta fungs1~fungs1 kedinasan dan
; .kelembagaan
Berdasarkan kategor1 pengguna yang dﬂayam masing-masing sistem
mfonna31 dapat d1bag1 kedalam tiga kategori yaltu '
1. GZC (Government to Cltlzen)
Kategorl 31stem informasi yang melayam kebutuhan dan kepentmgan
masyarakat ' ' o
2. G2B (Govemment to Business)
Kategon sistem informasi yang melayam kebutuhan dan kepentingan
kalangan blsms " '
3. 7 ‘G2G (Govemment to Govemment)
Kategorl s1stem informasi yang melayani kebutuhan internal lembaga
kepemermtahan atau kebutuhan pemermtah daerah lainnya. ‘
Untuk pengembangan dan penyedlaan ap111<a31-ap11kas1 tersebut diatas
_ dllakukan melalm 4 tahapan yaitu :
Penyajian mformasi j _ ,
Pada tahapan awal ini, pé'merintah | daerah diharapkan .dapat
memanfaatkan mtemet dengan melalui web site resmi pemerintah daerah untuk -
menampllkan mformam sebanyak munglqn khususnya mformas1—mfonna51
yang dlbutuhkan oleh masyarakat umum ataupun dunia usaha. Dalam
tahapan penya_uan ml pemerintah daerah Juga berkewajiban untuk
mengadakan pembenahan pembenahan mternal dalam hal penerapan
teknolog1 mformas1 di sistem pemermtahan sebaga1 Iangkah awal untuk
men_;amm tmgkat kesuksessan pada Iangkah langkah berikutnya.

Interaksi ‘ :
J1ka pada tahap pertama mforma31 yang disajikan masih bersifat statis,
maka : pada tahap kedua pemerintah daerah diharapkan telah dapat
_ menyedlakan mformaSI-mformam yang bersﬁ‘at dinamis dan interaktifi Dinamis
' dlmak_sudkan agar data-data yang ditampilkan pada masyarakat dapat
diperoléh secara dinamis melalui berbagai database yang tersedia di
pemerihtah daeréh éehmgga informési- yang diperoleh masyarakat adalah
mernpakan mformas1 terkini. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk
menyediakan 51stem mforrnam yang handal sebagal back office untuk

mendukung terwujudnya hal ini.

Transaksi

T



Tahapan ketlga adalah penyediaan fasﬂltas untuk dapat rnelakukan
transaksi secam on-hne, seperti f_ misalnya e-procurernent, pembayaran pajak,
surat jin usaha, dan lain-lain. o | ' _
Transaksx lain yang terkait dengan pernenntahan Pada tahapan ini pemerintah
daerah berkewa_]lban untuk menyediakan hukum dan perundangan-undangan
yang rnendukung, serta Juga harus lebih memperkuat sistem kemanan data
sehmgga memungkmkan penyedlaan fasﬂltas on-line tersebut diatas.
'I‘ransaksx secara on-line ini juga harus dapat disediakan untuk kebutuhan
tukar-menukar data dan mformasx antar instansi pemerintahan baik secara

horlsontal ataupun vertikal.

_ Interkoneksi antar sistem
Tahapan terakhn‘ adalah 1ntegra31 dlmana pemerintah dituntut untuk
"dapat rnengmtegramkan sistem pernenntahan sebagai satu entiti untuk

ke_muchan diintegrasikan pula dengan sistem-sitem lain yang terhubung.

2.2.4 infrastrﬁk{ur Jaringan dan Pendukung Lainhya

| I-’eravujudaﬁ kondisi ideal sangat bergantung pada tersedianya jaringan
'kornputter antar ESKPD ataupun ketersediaan yang dapat menghubungkan
antara SKPD _,'é’dengan _masyarakat ‘umum.  Teknologi jaringan yang
dipergfmakan a-:dalah' dengan menggunakan basis TCP/IP, sedangkan
: .top_oloéinya diata:aaaikan dengan kondisi masing-masing instansi. Pada
dasafﬁya setiap .ignstansi diharapkan memiliki jaringan internal/lokal instansi
un_tukimendukurilg penggunaan aplikaai di masing-masing instansi tersébut.
Antar jaringan_ lg;)kal harus dapat berkOrnunikasi satu sama lain sehingga
dapat f_rnembentuik satu kesatuan yang utuh, ,beg'i'tu pula dengan jaringan di
"kota nantinya. f:Akses ‘masuk ‘Vdah'f'j keluar informasi dalam. jaringan
pemer{ntahan seciapat mungkin dikontrol melalui satu pintu yang dikelola oleh
sentral unit peng;alola teknologi informasi. Dengan demikian tingkat keamanan
data dan _]anngan dapat dikelola dengan baik. Dalam pembuatannya, jaringan
dapat rnenggunakan media kabel ‘maupun wireless sesua1 dengan kebutuhan.
Kernudlan ‘untuk infrastruktur penunjang lain untuk mendukung
terwujudnya kOI'ldlSl ideal dalam': penerapan teknologi informasi di
pemermtahan adalah tersedlanya suplal listrik dan jaringan telekomunikast

yang memadai.
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' ANALISA KONDISI E-GOVERNMENT

P

ﬁntuk melakukan evaluasi implementasi TIK perlu digali dan dikaji

unsur-unsur yalig mempengaruhi pengembangan E-Government. Ada 6

komponen pokok }ang'digali, yaitu:

1.

Perangkét Keras

Peraﬁgkat keras ini meliputi komputer, piranti telekomunikasi, dan
peﬁpemi:peﬁperal, serta piranti lainnya yang diperlukan untuk
kelancarén bekerjanya E-Government. Peﬂu diadakan perangkat
keras seféuai dengan fungsinya pada masing-masing bagian seperti
misalnyaj. server, workstation, komponen jaringan, periperal yang

diperluké.h.

. Jaringan dan Internet

Agar didalam proses komunikasi internal maupun external maka
Jaringan internet sangat diperlukan untuk melengkapi E-Government.
Komunikasi internal baik vertikal maupun horizontal disarankan

menggunakan sistem jaringan intranet atau LAN,

. Perangkét Lunak -

- Perangkat lunak merupakan komponen_' utama dalam sistem

_komputeiﬁ maupun sistem jaringan (internet, intranet, extranet, dan
- LAN]). Tei'dapat dua kelompok perahgkat keras yaitu perangkat lunak

sistem dan perangkat lunak aplikasi. Pemilihan perangkat lunak
sistem harns disesuaikan penggunaannya dan sistem yang dibangun
serta p1.1:1a aplikasi-aplikasi apa yang akan digunakan. Pemilihan

software aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi masing-

-masing Iiagian_ di SKPD (misalnya Aplikasi pemrosesan KTP, aplikasi

pemrosesan IMB, aplikasi pemrosesan ijin usaha, dll). Terdapat
beberapa: cara untuk mendapatkannya yaitu dengan membuat
sendiri, ;Saket program atau outsourcing.

Data . ‘

Data mernpakan bahan utama untuk dijadikan informasi, oleh _

. karena itu validitas dan kekinian data sangat diutamakan oleh karena

itu perlq pengelolaan yang betul-betul serius. Untuk keperluan itu
data harnslah dikelola sebaik mungkin.
Sumb;er data dapat dari dalam atau internal yaitu data yang

: dikumpuilkan oleh semua instansi didalam lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pacitan maupun hasil transaksi didalam layanan kepada

? masyarai;at (penduduk barn, bangunan baru dll). Selain data internal



terdapat:juga data eksterual yang dikumpulkan baik dari masyarakat
maupun? dari petugas yang ditugasi oleh instansi yang terkait atau

- bahkan <:ilari warehouse.

5 Sumber _Daya Manusia (SDM)

‘ Sumber daya manusia yang merupaka'n tulang punggung
pelaksan:a/ pengelola E-Goverument harus bekerja secara profesional
dalam ﬁlelaksanakan -tugasriyé. SDM terdiri dari sistem analis,
adminis{;ator jaringan, administrator database, CIO (Chief ofi
Infomaﬁon Officer), dan operator. Mereka harus ditempatkan pada
posisi, sésuai dengan profesinya masing-masing dan sesuai dengan
kebutuhfah sehingga lebih  efisien dan  efektifi = Dalam
pérkembhngannya SDM harus selalu meningkatkan kemampuannya

,: menyesﬁaikan perkembangan teknologi infomasi.

6. Organisasidan Tata Kelola TI

: Suatti' organisasi yang memanfaafkan TI akan menyesuaikan

f dengan %kemampuan TI. Dengan adanya E-Goverument dalam

pengeloléan pemerintahan, organisasi harus disesuaikan dengan

' kebutuhan, | |

Ke-G komp(énen pokok tersebut sampai dengan saat ini harus dianalisis
letak kekuahn, Kelemahan, Peluang, dana Ancaman/tantangan yang kita
singkat dengan ' analisis KEKEPAN. Analisis KEKEPAN ini dituliskan
berdas:;lrkan hasii survey yang telah dilakukan terhadap sejumlah instansi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, dan dokumen pendukung yang
tersedia di Pemeri_;ntah Kabupaten Pacitan. Analists KEKEPAN dipakai sebagai
dasar ;Senentuan ix"encana kerja setei'usnya. Dengan analisis KEKEPAN maka
dapat dilakukan ;_evaluasidiri untuk berbenah diri membangun sistem E-

Goverument yang ihandal dengan akuntabilitas yang tinggi.
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' 3.1 Analisa SWOT  KEKEPAN)

EBUTRRLY

EEMATAN SN

RN

_ iPerangkat
2 Keras

Fov erm el e yen e

" tersedia sampai |

Hayak t
~ Hampir semua . :

: hafdwéfré_ sudah 5.
- dioperasikan . ;

Belum dimanfaatkan 1.
" refatif semakin . }

secara optimal
Perawatan kurang
diperhatikan
Kebanyakan tidak
punya '
penanggunjawab
Kebanyakan hanya
dipakai untuk
administasi

Ada sebagian
komputer masih
teknologi lama
faringan
intranet/LAN masih
terbatas

- Hardware mudah.
3. Komputer sudah
" dianggap sebagai ‘ 2.

'kebutuhan v
* standar

" dayaguna : :
hardware. . “3.

dan fengkap -

murah 0

diupgrade '

Kemampuan dan

semai:__in can'g'gt;h

Perkernbangan
hardware sangat
pesat sehingga )
hardware yang ada
cepat ketinggalan
jaman

Kemajuan !
software }
menuntut
hardware yang
canggih :
Kecanggihan suatu
hardware '
menuntut
kecanggihan
hardware yang lain

WA 1 A B AR L

Sl Ry
KOAIEIINEN

A

. !daringan/
. i Intemet

~sebagian besar
+ terletak di -

. Ada sistem "}

terpadu ke -
" DPPA untuk

g T R
"+ Lingkungan . i1

kantor . [

jaringan

Kesadaran untuk

mengintegrasikan

datalewat jaringan ;-

masih rendah.

Belum ada jaringan |

4

{okal/Intranet antar °

SKPD

. Teknologi ' L
- jaringan sudah . :

. mudah didapat

murahdan . %

di pasaran

-+ pengembangan 2.
_aplikasi jaringan

-, sudahlebih

" mudahdan - :

cepat .

Investor lebih
tertarik pada
pemerintahan
yang
memanfaatkan T}
Tuntutan
pertukaran
informasi yang
cepat
Perkembangan
masyarakat dalam
menggunakan
Internet, lebih
banyak informasi
di dapatkan darni
Web




ROMEONEN

RLELARCE

N ANIAN:

v i :
"1 Perangkat i1, .Software = .1, Belum 1. Software ;1. Perkembangan
Lunak p“ " e dimanfaatkan ' semakin mudah software sangat
{ i1 perkantoran’ .  secara optimal L dipelajari {user ! cepat
sudahtersedia - 2. Yang banyak . hlendiy} . 2. Software
Software digunakan hanya 2. Kemampuan mutakhir selalu
_ aplikasi : untuk administrasi software . menuntut
keuangan 3. Paket program semakin ! hardware yang
;. sudah tersedia - pengotah data canggih canggih
- © jarangyane . . .3. Ketersediaan 3. Kurangnya
! dimanfaatkan software  ©  kepedulian akan
;4. Software aplikasi semakin " pembajakan
relatif masih sedikit - lengkap - - perangkat lunak
5. Softwareaplikasi 4. ' Banyak 3
" masih parsial {7 penyediajasa -
: belum terintegrasi - ' programmer -
*6.  Belum ada sistem 3 o H
: yang terpadu w

. Datamudah ;1

Adanya

Belum ada 1. 7L Kurangnya
; diperoleh di setiap manajemendata - keinginandari keterbukaan tiap
: unit satuan kerja ¥ secara setiap person ; satuan kerja akan
‘ RS - digital/eiektronis untuk : akses data. i
2. Cukup o {database) memanfaatkan i:‘- i
{ | tersedianya 2. Belumadakejelasan . Tidalam : '
: ; & iénaga operator di otoritas peketjaannya g
i%setiagpsatuan penggunaanfpeman 2. Adanya political | |
kerja - ' faatan data © willyang bagus - ;
e 3. Belumada ;. dariatas ; :
. kesadaranakan UU .~ ; i
L HAKL ;
4. Belumada i :
¢ standarisasi format : ;
X data. ) r
i : i
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SDM yang memiliki

Penguasaan

1.

slap pakal dan

kemampuan tajam
komputer rata-rata Perkembangan
masih setingkat - dengan dladakan Teknologi informasi
operator, pelanhan : sangat pesat

. Kurang literate ‘2. Banyak 3. Kurangnya
terhadap teknologi o sumher/narasum ¥ Penguasaan/pemanf
Belum ada pakar - - ber pembelajalan aatan Teknologi
analis dan desain (3. Telmologl Informasi akan
sistem. L . 'InformaSI semakm tertinggalkan

_ } 4. Kebergantungan

Persaingan makin

teknologi informasi berdayaguna : j i SDM akan produk- . '
masih kurang. Komputer/Perang, produk bajakan
. . Kurangnya tenaga kat Iunak semalun )
analis di setiap " mudah dipelajarf
satuan kerja. " (user friendly) -
i
H
: : L ATEA
olgamsasf 1. Komunikasi antar : :l. ~ Kemajuan "~ .1 Tuntutan
“idan bidangkurang ;. - Teknologi- . =  kecepatan
‘1 Tatakeloa terbuka - _Irifdr_l}ﬁ_?'si yang pelayanan untuk
: . Program Kerja “canggihdan masyarakat
kurang 7 berdayaguna 2. Masyarakat
: terkoordinir - 2.  Banyakpakar 0 semakin kritis
; {terkesanjalan °© mengemhangkan 3. Penyediaan
sendiri-sendiri} : E-Government _‘ Data/informasi
Kepakaran dalam '3, Sudah hanyak yang tidak akurat,
Lokasi satuan bidang T antar - contoh E- " tidak konsisten,
Iterja relauf bidang tidak ' Govemment yang dan tidak tepat
merata s tenmplementasl Y waktu akan
political wil dari 4. Otonomi Daerzh  ; menurunkan
pimpinan daerah wibawa
untuk oo pemerintahan
menyelenggarak -
anE- :
Govemment
msh kurang- :
Dualisme SKPD -
pengelolaT

3.2 Identiiikasi Kebutuhan

3.2.1 Infrastruktur

Infrastruktur jaringan d1

koniplék Kantor BupatiPemerintah

Kabupaten .Pacitansecara umum belum ‘saling terhubung. Untuk

komumkam data (WAN) masih menggunakan media internet.

Untuk mendukung mfrastruktur kebutuhan pengembangannya adalah :

a. Janngan intranet terintegrasi antar SKPD.

.

b. Pusat data/datacenter komputer yang. ‘dilengkapi dengan fasﬂltas

sesuai dengan spesifikasi datacenter.

.C. Network Opemaon Center (NOC) sebagal pusat pengelolaan internet.
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. Peningkatan kehandalan jaringan backbone/utama di komplek kantor

bupatidengan penggunaan media fiber optik.

Peningkatankapasitas server untukmenfasilitasi sistem yang akan
d_iintegrasikan. Béberapa satu.an 'kerja sudah memiliki komputer yang
cukup, dan digunakan untuk pengolahan data yang penting, tetapi
tidak mempunyal server khusus untuk penylmpanan data tersebut.

Upgrade komputer dan penggunaan sistem operasi yang legal.

3.2.2 Sistem Informasi

| Berdasar hasﬂ analisis - KEKEPAN/SWOT dalam aspek sistem

- informasi, gmaka dapat dilakukan anahsa akan kebutuhan dalam

i}nplementaSi E-Government pada Kabupaten Pacitan. Analisis

kebutuhan tersebut dapat diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

a.
b.

fi

Kebutuhan berkaitan dengan smtem informasi.

Kebutuhan akan apllkas1-ap11kas1 sistem informasi manajemen
backoﬁice pemerintahan, ,

Kebutuhan akan aplikasi-aplikasi sistem informasi untuk pelayanan
publik. ,

Kebutuhan akan sistem pengaduan via peralalatan komunikasi
mobile, sepertl SMS, mobile apps dan lain-lain.

Kebutuhan akan aplikasi web, yang berfung31 sebagai portal mforma31
dan sekahgus sarana promosi potenm daerah

Kebutuhan akan sistem penanganan keamanan (security} pada-
sentra-sgantra pengelolahan /penyimpanan data.

Kebutuﬁan akan aplikasi untuk monitoring, administrasi dan backlip
data. - | |

KebutuI{an berknitan dengan data. : _

Kebutuhan akan definisi dan batasan teknolog1 untuk pertukaran

- data antar s1stem

Kebutuhan akan data referens1/acuan, yang digunakan dalam
berbagal smtem [aplikasi.
Kebutuhan akan mtergram database

Dar1 has1I survey, beberapa SKPD juga menglnformasﬂ{an

kebutuhan aphkas1 komputer untuk menunjang kegiatan operasional.

Daftar kebutuhan aplikasi sebaga1 berikut ;

47



ko L

SKPD .

- Kebutuhan Penunjang Kegiatan

: Operasional
- 1| Badan Kepegawaian 1. Pengembangan website SKPD -
: . | Daerah untuk menampilkan informasi
i kepegawaian
2. Aplikasi surat-menyurat untuk
menerima admxmstram surat-
o - menyurat. . -
: 2 | Badan Kesatuan Bangsa’ Kebutuhan aplikasi web untuk
. | dan Politik ' informasi terkait penanaman
' s kebangsaan dan keamanan
: ; masyarakat
: 3 | Badan Penelitian, ‘1 1. Kebutuhan aplikasi database
! | Pengembangan dan penelitian dan pengkajian
: Statistik Kabupaten 2. Aplikasi surat elektronik
" 4 | Bagian Administrasi Kesra | Kebutuhan aplikasi komputer
. | Setda: untuk mengelola persuratan
: B | Bagian Hukum Website yang dikelola mandiri
: 6 | Bappeda | 1. Bank data perencanaan
‘. pembangunan terpusat
|2, Aplikasi untuk mendelegasi
tugas .
L 3. Referensi bank data yang
diinginkan, seperti yang
diimplementasikan di Bappeda
; Malang |
. 7| BPBD Kabupaten Pacitan | 1. Kebutuhan aplikasi data base
. o | penelitian dan pengkajian
(Kelitbangan)
;- 2. Aplikasi surat elektronik
- 8 | BPM-PP | 1. webserve dan hosting web
: - 2. E- Arsip
3. SI penanaman modal
. 9| Dinas Cipta Karya, Tata | Sistem imformasi tata ruang
Ruang dan Kebersihan - | B
10 | Dinas Kebudayaan, 1.aplikasi persuratan
: Pariwisata, Pemuda Dan 2. Aplikasi mobile pariwisata
Olahraga 1 3. Sistem approval aplikasi
: R ' | perizinan usaha wisata
‘11 | Dinas Kelautan dan 1 Website untuk pengelolaan dan
5 Perikahan | menampilkan data potensi daerah
kelautan dan perikanan
12 | Dinas Kependudukan dan Aplikasi untuk mengelola
: Pencatatan Sipil | persuratan dan disposisi :
Dinas Koperasi, ‘| 1. Kebutuhan aplikasi web untuk

13

| Perindustrian dan

Perdagangan

H

pengelolaan dan penampilan data
potensi daerah '

‘| 2. Kebutuhan aplikasi komputer

untuk pengelolaan persuratan
dan disposisi

3. Kebutuhan aplikasi untuk
informasi industri, kuliner, dan -

‘| budaya
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Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika

1. Aplikasi e-Ticketing berbasis
web

2. Aplikasi GIS jalur transportasi
3. Aplikasi pengelolaan informasi
publik

15

Dinas Pertambangan dan
Energi

Potensi air tanah/pengolahan
jarak jauh, sistem informasi
sumber daya alam, one men policy

16

Dinas Tanaman Pangan
dan Peternakan

1. Aplikasi untuk kepegawaian
2. Aplikasi data potenst daerah
3. Aplikasi pemetaan bidang
pertanian

17

DPPKA

1. Kebutuhan aplikasi untuk
pengelolaan data pajak daerah
dan retribusi daerah

2. Aplikasi management surat
masuk dan surat keluar

3. Aplikasi pengelolaan sumber
daya manusia

18

Inspektorat

- kebutuhan aplikasi untuk
memantau hasil tindak lanjut LHP
- Aplikast untuk surat-menyurat
dan disposisi

19

Kantor Kec. Tegalombo

1. Aplikasi web
2. Aplikasi administrasi
perkantoran

20

Kantor Kecamatan Pacitan

1. Aplikasi web (link} kecamatan
dengan desa untuk informasi data
dan surat menyurat '
2. Aplikasi kecamatan dengan
kabupaten terkait surat menyurat
dan kepegawaian

21

Kantor Ketahanan Pangan

¥

1. Kebutuhan aplikast komputer
untuk mengelola persuratan ,
kepegawaian

2. kebutuhan aplikasi/mobile
untuk informasi ketersediaan dan
akses pangan sampai tingkat desa

22

Kantor Lingkungan Hidup

aplikasi komputer untuk
mengelola keuangan, pengelolaan
laboratorium /TPA, pengelolaan
arsip kepagawaian.

Kantor Pendidikan dan

23 _ 1. Aplikasi akuntansi
- | Pelatihan 2. Aplikasi barang dan aset
' 3. Aplikasi perencanaan dan
monev
i- 4. Aplikasi persuratan
24 | Kecamatan Donorojo 1. Pelayanan persuratan melalui

email ke desa se-Kecamaan
Donorojo

2. Kebutuhan aplikasi web tiap
desa untuk menampilkanpotensi
dan pembangunan di desa

3. Kebutuhan aplikasi komputer
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'| untuk pelayanan administrasi
yang terintegrasi dengan data
SIAK -

25

Kecamatan Kebonagung

1. Kebutuhan aplikasi web untuk
pengelolaan dan menampilkan
data potensi daerah

2. Kebutuhan aplikasi komputer
untuk mengelola persuratan dan
disposisi

3. Kebutuhan aplikasi mobile
untuk informasi wisata, kuliner
dan budaya

26

Kecamatan Nawangan

1. Aplikasi tata naskah dinas
2. Aplikasi kepegawaian

3. Aplikasi gaji

4. Aplikasi Renja SKPD

5. Aplikasi Musrenbang

| Kecamatan

6. Aplikasi pemerintahan dan
potensi desa

27

Kecamatan Ngadirojo -

1. Kebutuhan aplikasi sistem
informasi terkoneksi dengan desa-
desa se Kecamatan

2. Kebutuhan aplikasi

‘| administrasi perkantoran

28

Kecamatan Punung

Aplikasi pengelolaan surat masuk
dan keluar untuk mempermudah
pengarsipan

29

Satuan Polisi Pamong Praja

1. Kebutuhan Aplikasi Web untuk
pelaporan trantibmas

2. Kebutuhan aplikasi pengelolaan
persuratan

1 3. Sistem Informasi Kepegawalan

3.2.3 (;)rganisasifdan Sumber Daya Manusia -

--Pemenntah Kabupaten Pac1tan maka dlperlukan sumber daya manu51a
yang memada1
organisasi terhadapSDM nya Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar
PemenntahKabupaten Pacitan men_]ad1 orgamsam yang solid, efektlf

Untuk mendukung pengembangan teknologi informasi

baik dan kemampuan(sklll} maupun penghargaan

’ dan efisien dalam pengelolaan TIK, antara Iam

1 Orgamsam Pengelola Tlterpadu yang solid.

2. Llngkungan kerja yang kondusif,

3 Pelatlhan dan pengembangan skill, spemahsam pekerjaan, jenjang

- karir, dan sistem reward.
4 Kebl_]akan TIK
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BAB IV
VISI MISI DAN STRATEGI

4.1 Visi Dan Misi TIK

Penenf:uan visi misi teknologi informasi dan komunikasi atau disebut sebagai
VISI MISI TIK dllakukan berlandaskan VISI dan MISI dari Kabupaten Pacitan.

Visi Kabupaten Pacitan :
Terwu_ludnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera
Misi:

. Profesmnal blrokra31 dalam rangka menmgkatkan pelayanan prima dan
mewujudkantata pemerintahan yang baik.

o Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat.

. Menmgkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu
pada poten31 unggulan.

. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar

» Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya,
berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan
umat beragéma

Berdaéarkan Visi Misi tersebut penjabaran VISI MISI TIK Kabupaten Pacitan
adalah

“'Penerapan: teknologi informasi terintegrasi yang handal guna
mendukung tatagkelola pemerintahan yang baik menuju masyarakat Pacitan
yang sejahtera .

Maka dengan demikian, visi tersebut akan menjadi dasar dan tolok ukur
seluru_h pengembangan TIK di wilayah Kabupaten Pacitan. Untuk mencapai
kondisi tersebut, :maka perlu dirumuskan misi TIK yang tidak terlepas dari visi
TIK tersebut. Miéi TIK Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Mewu_ludkan Implementasi TIK sebagai pendorong terwujudnya
tata pemermtahan yang baik .

2 MeWUJudkan Implementasi teknologi informasi secara terpadu dan
berkelanjutan untuk meningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang
lebih baik ‘
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3. Mewujudkan Implementasi TIK guna mendukung pertumbuhan

- ekonomi masyarakat .

2.2 Sfrategi Pengembangan TIK

Menuju ke penguasaan tefhadép teknologi informasi, bukanlah hal yang

sederhana. Hal ini disebabkan karena lingkup penerapan yang luas, kecepatan

perkembahgan teknologi informasi, dan aspek manusia sebagai pengguna

teknologi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka perlu adanya sebuah

strategi yang tepeit dalam mengembangkan teknologi informasi . Strategi yang
diusulkan adalah sebagai berikut:

Umum :

1.

Meﬁgembangk:;m sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau
masyarakat Ilias. Sasarannya antara lain, pefluasan dan peningkatan
kuajitas .jarinéan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarifi
terjéngkau. S;J;saran lain adalah perﬁbentukan portal informast dan

pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan

‘ proées kerja sz{tuan kerja Pemerintah.

Men:ata sistem dan proses kerja Pemerintah Daerah otonom secara holistik.
Dengan strategi ini, Pemerintah berupaya menata sistem fnanajemen dan
prosedur_ kerja agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara
cepat.

Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin
dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas
pertukaran dép transaksi informasi antarportal Pemerintah. Standardisasi
dan;prosedur yang berkaitan dengan. manajemen dokumen dan informasi
elekﬁonik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, esprocurement, e-
repdrting yang dapat dimanfaatkan setiap situs Pemerintah untuk menjamin
keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah
peng'embanganf jaringan intra Pemerintah.

Meningkatkan ?peran serta dunia usaha dalam pengembangan industri
telel%omunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah
adaﬁya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan
strategis E-Government. [tu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak
perlﬁ sepenuhﬁya dilayani oleh Pemerintah.

Mengembangkén kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkup
Pem@arintah Kat:)upaten disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.

52



6.

Meléksanakanf pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang
realistik dan terukur dalam pengembangan E-Government, yaitu persiapan,

peniatangan, pemantapan dan pemanfaatan.

Khusus :

1.

Menempatkan penerapan E-Government sebagai salah satu aspek strategis
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi

perlimya kemauan politis dari para pengambil kebijakan.

. Perlu adanya i kebijakan yang bersifat menyeluruh dan lintas sektoral

tentang penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah. Kebijakan ini
sehérusnya masuk dalam rencana strategis (renstra) yang menjadi pedoman
bagi tiap aktivifas penerapan E-Government.

Melihat kenyaiaan bahwa saat ini masalah dana adalah a utama dalam
p’em_:bangunan nasional dan daerah, maka rencana strategis yang disusun
harus memungkirlkan diberlakukannya skala prioritas. Dengan kata lain,

penerapan E-Government dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan

urgensinya.

Otonomi daerah mengisyaratkan kemandirian. Dalam konteks | ini,
keméndirian ljﬁga mencakup pengelolaan informasi. Apalagi kecendemngan
yang ada adaléh bahwa teknologi inforniasi semakin merasuk ke berbagai
aspek kehidupan manusia. Self~empowerment hanya dapat dilakukan bila
didukung oleh SDM yang tangguh. Penylapan SDM yang kompeten menjadi
hal yang mutlak harus dilakukan.

Pem;hhan teknologi dan sistem informasi tepat guna dan sesuai dengan
kebﬁtuhan daﬂ kondisi daerah.

. Kergasama Jangka panjang dengan berbagai pihak (vendor dan pergurnan

tlnggl]
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4.2 Prioritas Pengembangan TIK

Dengan meﬁe_:rjemahkan Visi Misi Teknologi Informasi dan Komunikasi,

rnempe'rtimbangk;'m aspirasi dari pihak eksekutifi dan masing-masing unit

kerja, serta dari hasil analisa kondisi saat ini, berikut prioritas pengembangan
TIK yang perlu dilakukan :
1. Dimensi Kelembagaan dan sumber daya manusa (SDM)

4.4

a.
b.

Prioritas pertama adalah memperkuat struktur kinerja pengelola TIK
Prioritas selanjutnya adalah peningkatan kapasitas dan kemampuan
SDM yéng akan menjalankan TIK melalui proses penambahan,
pelatihan maupun sertifikasi.

Prioritas selanjutnya adalah melakukan prdses monitoring, evaluasi

dan audit terhadap penyelenggaran TIK.

Dimensi Sistem Informasi

Prioritas pertama pengembangan aplikasi akan diprioﬁtaékan pada
aplikasi-aplikasi internal di masmg-maémg SKPD, kemudian aplikasi
yang akan digunakan oleh pimpinan dan aplikasi yang akan dapat
diakses oleh masyarakat,

Prioritas; selanjutnya adalah pengembangan aplikasi-aplikasi yang
melibatkan kolaborasi dan integrasi kinerja antar SKPD

Prioritas ketiga adalah pengembangan aplikasi-aplikasi yang akan
menjadii tulang punggung peningkatan potensi daerah dan minat
inv'estasii ke kabupaten Pacitan.

Dixnensi Infrastruktur

a.

pengembangan infrastruktur akan diprioritaskan terlebih dahulu
pada péinenuhan perangkat kerja terlebih dahulu.

Penguafan jaringan dan internet di komplek kantor Bupati dan
jaringan antar SKPD |

Pengembangan data center sesuai standar data center

Pembuaian pusat pemulihan data {data recovery center}

Féktor Kunt;i Keberhasilan

Ulntuk meleiksanakan program pengembangan Teknologi Informasi di

Kabupaten Pacitan perlu dimmuskan beberapa faktor penentu yang

mendukung keberhasilan dan memecahkan berbagai masalah yang



Com

)

menghambat peléksanaan E-Government Kabupaten Pacitan secara umum,

antara lain:

1.

2.

4.

5.

6.

Kepemimpinan

Dalam pelaksanaan E- Govemment sangat dibutuhkan adanya dorongan
maupun koml_tmen dari pimpinan dalam memotivasi dan memberikan
conioh pelaksénaannya. |
Keﬁijakan _

Dibutuhkan i;ebijakan yang sifatnya lintas sektoral dan nuansa
kesepakatan dan kalangan Pemerintah dan stakeholder-nya untuk saling
membagl dan tukar menukar informasi dalam kegiatan sehan—han
Infrastruktur

Dalam level implementasi, perangkat keras seperti komputer, jaringan dan
mfrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan
E-Govemment Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang
dapat menun_]a_mg target atau prioritas péngembangan E-Government yang
telah disepakati Namun secara pragrnaﬁé, harus pula dipertimbangkan
potensi dan kemampuan atau status pengembangan infrastruktur
telekomumkam di lokasi terkait,

-'I‘ingkat Konektivitas dan Penggunaan TI

Tingkat konektivitas dan penggunaan Teknologi Informasi yang tinggi dalam
kehi'dupan sehari-hari menggambarkan kesiapan Pemerintah dan
masyarakat daiam menerima E-Government. |
Sumber Daya Manusia

Dlperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetenm dan keahlian
dalam teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan E-Government.
Semakin tinggi tgkat kompetensi dan keahlian SDM di Pemerintah,
semé__;lkih siap _délam menerapkan konsep E-Government. |
Ketérsediaan pana dan Anggaran

Progfam E-Govérnment harus didukung dengan sumber daya finansial yang
mencukupl untuk investasi, biaya operasmnal biaya pemeliharaan dan

pengembangannya
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7. Perangkat Hukum

Korisep E-Government sangat terkait erat dengan usaha penciptaan dan
pendistribusian data/informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah
keamanan dat:a/informasi dan hak cipta intelektual merupakan hal yang

perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku.
8. Perubahan Péradlgma

Pada hakekatnya, penerapan E-Goverument adalah merupakan suatu
program perubahan manajemen (change management) yang membutuhkan
adanya keingiﬁan untuk merubah paradigma dan cara berfikir., Perubahan
parédigma dibutuhkan kesadaran dan keinginan untuk merubah cara

- kerja, bersikap, perilaku dan kebiasaan sehari-hari.

BAB YV
GAP ANALYSIS

de analysis merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan
untuk 1mengevalu;asi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam upaya
penyediaan pelayénan publik yang prima. Hasil analisis tersebut dapat menjadi
input jang berguir_la bagi perencanaan dan penentuan prioritas anggaran di
masa y.'ang akan :gi'atang dalam rangka mewujudkan good goverument. Selain
itu, gap analysis atau analisis kesenjangan juga merupakan salah satu
langkal_i yang sar;gat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahapan
evaluaSj. Metode :ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan
dalam pengelolaan manajemen interual suatu lembaga. Secara harafiah kata
‘gap” tﬁengindikzisikan adanya suatu perbedaan(disparity) antara satu hal
dengan'_ hal lainn;ya. Berikut 3 domain yang dalam kajian ini coba untuk

diidentifikasi.

5.1 Siétem Infor#nasi

No Aspek f Kondisi Saat Ini Kondisi Mendatang

1 |Fitur e Pengembangan . Penyeéuaian fitur sesuai
: | beberapa  aplikasi| dengan kebutuhan user dan

“draping system” | stakeholder interual pemda
dari pusat e Aplikasi yang dikembangkan

e Aplikasi draping| secara mandiri dengan data
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masih perlu
dilakukan tricky
untuk bisa
mendapatkan

output yang

dibutuhkan internal

mandiri sesuai dengan
kebutuhan internal, dengan
masih mempertimbangkan
kebutuhan pusat dan bisa}
terintegrasi dengan data pusat

Implementasi

. Péndampingan - dan
fungsi helpdesk

belum memadai

e Belum ada support
berkelanjutan dari

internal terhadap
implemetasi
* Belum ada

dukungan anggaran
yang berkelanjutan
untuk sistern
informasi - yang
sudah
dikembangkan

Fungsi pendampingan bisa
meningkat, | : dengan
mengalokasikan personil dan
staff khusus. Baik secara online
maui)un mekanisme bimtek

offline

integasi

Aplikasi existing
masih tersebar secara

parsial, dan masih

| minim keterpaduan

data

» Membangun peta data primer
dém kewenangan di masing-
mésing data primer, sehingga
setiap unit kerja sudah
terpetakan data primernya

+ Minimnya redundansi data
bahkan hilang
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4 Smndarisaéi ¢ Standar » Taat regulasi dan standar

' | pengembangan . pengembangan aplikasi yang
aplikasi masih umum diterapkan dalam
belum cukup masih literatur

diterapkan di SKPD | | Delivery sistem dari vendor

pengembang yang tertib dan
terdokumentasi dengan baik

¢ Pengetahuan vendor bisa
didapatkan seutuhnya,
sehingga kendala operasional
pasca kontrak berakhir tidak

berdampak buruk
5.2 Infrastruktur
No|  Infrastruktur Kondisi Saat Ini Kondisi Mendatang
1 |} Jaringan Intranet LAN di di SKPD Pengadaan jaringan
: " belum terpasang terintegrasi menggunakan
: _ secara merata kabel maupun wireless
2 i Jaringan Intranet | Belum ada Perlu penambahan jaringan

fiber optik intranet  fiber  optik  di
' - lingkungan kantor bupati dan
SKPD sekitarnya

3 | Koneksi Intefnet Koneksi intemnet Perlu penambahan koneksi
| ’ belum merata dan utilisasi  bandwidth
: . internet

4 | Perangkat Masih belum Perlu dilakukan penambahan
Kdmpﬁter memenuhi selumh | sesuai dengan permntukan

: kebutuhan kebutuhan
S | Data Center Sudah ada Perlu pembenahan mang data
' : center sesuai standar

datacenter

Perlu pemusatan pengelolaan

data center

6 | DRC ; Belum ada Perlu dibuat DRC
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Jaringan LAN di
SKPD

Jaringan tidak

terstandar

Perlu

standarisasi instalasi

jaringan

5.3 Sumber Daya Manusia

Aspek

masih parsial di
masing-masing
SKPD

eBelum terpadu dan
terintegrasi di SKPD
yang berwenang

mengelola SDM

No Kondisi Saat Ini Kondisi Mendatang
1 Pényiapan SDM eSudah ada tetapi ¢ Perbaikan dalam
' tingkat kemampuan [  mekanisme penyiapan
belum merata SDM
eMasih terbatasnya ¢ Perbaikan mekanisme
Iulusan komputer penempatan SDM sesuai
yang mau berkarir dengan latar belakang
di pemerintahan pendidikan dan keahlian
3 | Pelatihan Minimnya pelatihan| ¢ Peningkatan ~volume
' | SDM dan atau bimtek | anggaran dan kuota
di bidang TIK yang untuk bimtek TIK untuk
berkelanjutan seluruh SKPD
e Mengundang narasumber
yang berkompeten
dibidangnya
4 Péngelolaan o ePengelolaannya Sistem pengelolaan SDM

yang terpadu dan

terintegrasi
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BAB 6
ARISTEKTUR DAN PENGEMBANGAN TIK

6.1 INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

Konsep pengembangan infrastruktur diarahkan kepada pemanfaatan
semaksimal mun'gkin sumberdaya informasi yang telah ada sebagai modal
utarnaf; dalam mengembangkan E-Government. Pengembangan E-Government
pada setiap lembajga, seléin akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi
yang cfimiliki, jug}l diharapkan meningkatkan layanan publik dan operasional
péngeldlaan pemefr_intahan secara lebih efektifidan efisien.

I:nfrastruktljlr jaringan komunikasi data (jaringan komputer) dalam
pembentukan E-Goverment sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu
prioritas. Dengan menggunakan jaringan komputer pertukaran data dan
informasi menjadi: lebih cepat dan biaya yanlg jauh lebih rendah dibandingkan
proses: pertukaran data dan informasi secara manual. Fungsi jaringan
komputer yang dépat diterapkan untuk mendukung E-Goverment:

1. Data sharing

. Data yang terdapat pada satu komputer dapat digunakan atau
diproses ‘juga oleh komputer yang lainnya. Dengan sistem jaringan,
maka dapat dengan mudah komputer yang satu saling bertukar data
dengan komputer lainnya.

2. Software resource

| Pr(;gram yang terdapat pada satu komputer dapat digunakan
} - juga oleﬁ komputer lainnya. Dengan software sharing, memungkinkan
. semua komputer terhubung dalam satu program.
3. Resoume sharing
Penggunaan perangkat keras secara bersama-sama sehingga
tidak memerlukan pemasangan setiap perangkat keras ke setiap unit
; komputef'. Contohnya penggunaan printer, ataupun scanner.
4. Koneksi antar dinas
Koneksi antar dinas dapat mempermudah komunikasi dan
penggunaan sistem informasi secara bersama-sama. Jenis
: komunikési dapat berbasis suara (voice), teks, atau video conference.
Dengan : menggunakan fasilitas ini dapat mengurangi biaya

. penggunaan telepon ataupun biaya lainnya.
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5. Koneksi internet.

L Dépgan adanya jaringan komputer dan terhubung dengan
internet, memungkinkan pegawai memperoleh atau bertukar
mformasi melalui internet, dan dapat mempercepat kegiatan dinas
yang dilakukan dinas lain diluar daerah. Hubungan dengan kantor-
kantor ﬁ_linas yang jauh dapat dipersingkat melalui internet, tidak

perlu hams datang dan mengirim surat secara manual.

6.2 ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR
6.2.1 I_nfrastruktﬁr Jaringan

Sebagai daerah yang memiliki wilayah yang luas dan beragam
konturhya, konéep arsitektur jaringan untuk wilayah | pemerintah
menggimakan Hiérarcilical Internet Working Model. Model ini mempermudah
membsingun antar jaringan secara handal, mudah di-upgrade serta dengan
biaya yang lebih terjangkau karena tidak fokus pada konstruksi paket tetapi
fokus pada tiga fuﬁgsional area atau lapisan jaringan, yaitu:

. Core layéjr (lapisaninti)

». Distribution layer (lapisandistribusi)

o Access layer (lapisan akses)

CORELAYIR DISTRIBUINION LAYER © ACCESSLAYER

~© Gambar Model Pengembangan Jaringan

Core layer, dikembangkan untuk dinas-dinas yang membutuhkan akses
data yahg tinggi. Untuk jaringan backbone di core layer ini bisa menggunakan

jan'ngaﬁ fiber optik, utp dan wireless

~ e Inti (Core layer) adalah jaringan komunikasi yang mencakup

f kantox{*'instansi pemerintah yang memiliki proses komunikasi yang
sangai tinggi/ penting, seperti kantor bupati, SKDP yang ada
dikomplek kantor bupati. '
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. Distfibusi (Distribution layer) adalah untuk kantor instansi
teknis/SKPD ‘

o Akses (Access Layer) adalah untuk kantor pemerintah dan
kantor-kantor lain yang berhubungan dengan kepentingan

pemerintah seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah dan lain-lain

Saat ini géd_ung yang ada di komplek Kabupaten belum terhubung
jarimgan 'in‘trane'f. Untuk menjaga kehandalan jaringan dan kebutuhan
komuﬁikasi data yang akan bertambah besar, maka kedepannya jaringan
antar gedung di komplek kantof bupati perlu dipasang jaringan intranet
menggunakan fiber optik. '

. JARINGAN -
di komplek kantor
... bupatl

JARINGAN
- WIRELESS

.. SKPD diluar -
kornplek bupati

Gambar Model Pengembangan Jaringan di Pemda

Gambar diatas menunjukkan pengembangan infrastruktur jaringan
komunikasi data di Pemda . Teknologi yang dipakai dalam pengembangan
jan'ngah tersebut d.ibagi : '

1 Fiberoptik: Menghubungkan dinas-dinas yang memerlukan akses

data yang berada di komplek Pemda dan SKPD yang ada di area
. komplek  kantor Bupati dan satuan kerja disekitarnya. Untuk
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pengembangan fiber pptik dapat dilakukan secara bertahap dengan

pembangunan berdasarkan backbone

2. Wireless LAN : Menghubungkan Satuan kerja, dan institusi lain diluar
komplek Bupati
3. LAN cable utp: Menghubungkan komputer-komputer yang ada dalam

satu gedung/ ruangan.

6.2.2 Data Center

Data center yang handal diperlukan untuk mendukung implementasi
e-Gove}nment. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang nantinya
akan rflenjadi pué:;at leading sectorpengelolaan teknologi informasi, selayaknya
perlu dibangun data center yang handal untuk menampung semua server dari

semua ;dinas dan 1embaga yang ada di Pemda Pacitan.

Dengan data center terpusat yang terpusat mempunyai keuntungan :
1. Dinas':-dinas atau lembaga pemerintahan dapat lebih fokus pada

tugas:utamanya dan meminimalkan kompleksitas IT

: 2. Dinas tidak lagi dipusingkan dengan masalah server crash,
' pemutakhlran teknologi ataupun hardware, cablmg, connection,

dan proses pemeliharaannya.

}I‘opologl datacenter sesuai TIA-942 (Telecommunication Industry
Association) adalah sebagai berikut : '

etk Drmaraan S e

DCTOPOLOGY _ et st v,
TiA-542 -
Enivamon Moo
Carviary wo——j . {omw fpp b e Conriers
- Permprcaben}
T -
Otieqn, Opexsthams

— ki ek ek S N, it TN T WEEA T VRS NN SR M P ED m wmh Sdek weme Sedt S e A

Gambar 2 Topolog1 Data Center TIA-942



1. Entrance Room (ER), lokasi untuk peralataah akses dari provider, titik

demarkasi,*_ dan antaramuka dengan lokasi lain.

2. Main Distribution Area (MDA), lokasi cross-connect dan core routers dan
switches utama. |

3. Horizontal Distribution Area (HDA), lokasi cross-connects dan
peralatan aktif (LAN, SAN, KVM switches) untuk koneksi ke Equipment
Distribution Area (EDA). |

4. Zone Distribution Area (ZDA), titik konsolidasi antara pengkabelan
horizontal antara HDA dan EDA.

5. Equipment Distribution Area (EDA), lokasi rak/kabinet yang
digunakan untuk menempatkan peralatan (servers) sekaligus lokasi
terminal pengabelan horizontal dari HDA yang diberakhir di patch panels.

Urituk-pengembangan data center , perlu ada pemisahan dalam ruang data
center sesuai den"g,an fungsinya. Sekat ruangan untuk membagi ruangan bisa
dibuat permanen atau tidak yang penting bisa menutup rapat ruangan dari

ruang komputer. Hal ini agar sistem pendingin ruangan dapat bekerja

maksimal.
=TT =~ 71T 1T =1 i | T=_1 1.1
] COoLo
‘ ‘
: HOT RUANG SERVER
¥

Gambar Ruangan Data Center



I._Electrical:_:Room (Ruang Listrik), Ruang Panel Listrik dan UPS,
sebaiknya ‘terpisah dari ruang server untuk menghindari intefferensi
élektromaghetik.

2. Network & Communication Room, pusat dari semua structured cabling
i)erakhir. .

3. .i.oading Dock, area tempat menerima semua peralatan yang baru
datang untuk Data Center.

4, Stagihg Area, area untuk System Administrator dan Network Engineer
melakukan setup dan konfigurasi peralatan yang akan digunakan di
Data Center. ' |

5. Storage Room, area untuk menyimpan peralatan Data Center dalam
jangka waktu yang lama seperti suku cadang.

6. Operation ;C'ommand Center/Control Room, area untuk semua System
Engineer dan Network Engineer. melakukan pengawasan terhadap
dperasional: Data Center.

7. Backup Room, ruang kerja bagi personel tambahan, seperti vendoryang
melakukan Backup dan MonitoringServer dan peralatan-peralatan terkait
(ii Data Center.

8. Vendor Séwice Area, ruang khusus untuk semua vendor dalam
melakukan pekerjaan yang cukup signifikan di dalam Data Center, untuk
rhenghindafi terlalu lamanya mereka berada di dalam Data Center.

6.2.3 Teknologi Keamanan Data Dan Jaringan

6.2.3.1 Firewall dan Demilitarized Zone

Pjenggunaan: Jirewall merupakan sebuah keharusan pada pengamanan
jaringan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Firewall merupakan pengaman yang
memisahkan jaringan internal Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan jaringan
eksternal (internetj. 7

Arsitektur firewall yang direkomendasikan adalah menggunakan
_dudlﬁréwa!l untuk membuat suatu zona yang disebut demilitarized zone (DMZ).
Demilitarized zone (DMZ) atau biasa disebut juga perimeter network adalah
wilayah jaringan '(subnetwork) yang berada di antara jaringan internal dan
jaringah eksternai-(biasanya internet). Konfigurasi dari firewall yang pertama
Ui'ont-eﬁd ﬁrewall)E :dikonﬁgurasi mengijinkan koneksi atau akses yang berasal
dari jaringan internal dan eksternal. Sedangkan firewall kedua (back-end
firewall), dikonﬁgﬁrasi sehingga hanya koneksi atau akses yang berasal dari
‘DMZ y@g menuju; ke jaringan internal yang diijinkan. Firewall pertama harus
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dapat r_hengatasi jﬁnﬂah trafik yang lebih besar dari dibandingkan firewall yang
kedua. Sebaiknya; firewall pertama dan kedua merupakan produk dari vendor
yang i)erbeda sehingga _]1ka terdépat penyusup (hacker) yang berusaha
menjeﬁol firewall yang pertama, fnaka penyusup tersebut akan membutuhkan
waktu &ang lebih banyak untuk menjebol firewall kedua karena perbedaannya.

S_erver-servér yang perlu diakses dari jaringan eksterual, seperti email,
web dan DNS sefver biasanya ditempatkan pada DMZ. Koneksi dari jaringan
eksterua] ‘yang . hendak mengakses DMZ biasanya dikontrol dengan
rnenggunakan port address translation (PAT).

6.2.3.1 Intrusioﬁ Detection/Prevention System (IDS/IPS)

Selain Firewall direkomendasikan juga penggunaan Intrusion Detection
System (IDS)/ IDS mendeteksi adanya' intrusion (tamu yang tidak diundang).
IDS rniﬁp dengani sistem alarm , yang memberi tanda setelahinfruder masuk.
Untuk ;itu perlu idipersiapkan Standard Operation Procedure (SOP) langkah
lanjut penanganah insiden ini.

Ada dua jénis IDS, yaitu network-based IDS dan host-based IDS.
Netwof_k—based IDS mengamati trafik pada jaringan untuk mendeteksi adanya
kelajnain (anomali). Sebagai contoh, network flooding atau port scanning, usaha
pengirifnaﬁ virus 'melalui email akan terdeteksi oleh IDS ini. Sementara host-
based IDS dipasahg pada host untuk mendeteksi kelainan pada host tersebut
(rmsalnya ada proses yang semestinya tidak jalan akan tetapi sekarang sedang
jalan, adanya virus di workstation).

Intrusion Prevention System (IPS) adalah software atau hardware yang
rnerupakan pengembangan dari dari IDS dan dapat memonitor aktifitas yang
tidak diinginkan dan dapat langsung bereaksi untuk untuk mencegah aktivitas
tersebut tanpa m{::merlukan intervensi dari pengguna. Sebagai pengembangan
dari teknologi ﬁrewall, IPS melakukan kontrol dari suatu sistem berdasarkan
aplikas} konten, t:idak hanya berdasarkan port atau alamat IP seperti firewall

umumbhya.

6.2.3.2 Anti-Virus, Anti-Spam,dan Anti-Malware

Untuk menyediakan perlindungan pada segenap infrastruktur SI/TI dari
virus, s;pam, dan fnalware, maka diperlukan kombinasi instalasi terhadap anti-
virus, anﬁ-spani& anti-malware baik di level perimeter organisasi

(gatewayserver), pada server sendiri, maupun pada setiap client di jaringan.
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Dlsarankan Untuk menggunakan antl-mrus yang bersifat client/server atau
seruermanagable, sehingga workstation hanya perlu meng-update melalui
server, tidak perlru melalui intemet Selain itu, instalasi anti-virus yang bersifat
client/ server lebih memudahkan administrator jaringan untuk menginstalasi

maupun mengelolanya secara remote.

6.2.3.3 Network Management System

Penggunaa:i Jjaringan membutuhkan perangkat pengelolaan. Istilah yang
sering :digunaka.r:l adalah Network Management System. Pengelola dapat
me_:maritau penggﬁnaan jaringan untuk mendeteksi adanya masalah (jaringan
tidak békexja, lambat, trafik yang seharusnya tidak terjadi dan seterusnya).

I;nplementaSi dari network management system dapat bervariasi. Standar
yang sering diguﬁakan saat ini adalah SNMP (Simplé Network Management
Protocol). Pengelofa jaringan Pemerintah Kabupaten Pacitan harus memiliki

network management yang mendukung standar SNMP ini.

6.2.4 Pusat Pemulihan Data (Data Recovery Center)

Dalam meﬁgimplementasikan E-Government, maka keberadaan Pusat
Data s;angatlah I;enting. Agar Pusat Data ini mampu memberikan layanan
secara optimal dan berkesinambungan termasuk dalam kondisi ada bencana
maka perlu dibangun PusatPemulihan Data {Data Recovery Center).

Pusat Pemulihan Data adalah suatu mekanisme pemulihan data dan
sistem ilayanan ,¢-Governemnt pada saat terjadi bencana dengan waktu
pemulihan yang éeminimal mungkin sehingga layahan E-Government dapat
tetap digunakan oleh semua pihak dengan resiko yang minimal.

Dalam hlembangﬁn suatu data recovery, ada dua kunci sukses kritis (Critical
Success; Factor/CSF) : RTO (Recovery Time Objective} dan RPO {Recovery Point
Objectit}e) RTO adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan
secara keseluruhanhmgga sistem berjalan lagi. RPO adalah jumlah data yang
boleh hllang akibat bencanayang terjadi. Pembahasan lebih detail mengenai
RTO dan RPO akan dimuat dalam ka_]lanmengenal BIA (Bussiness Impact
Analysns] ‘

Untuk mengembangkan suatu Pusat Pemulihan Data diperlukan
pemahaman pengertian mengenai prinsip dasar pengembangan Pemulihan
Data.Berikut ini adalah beberapa prinsip yang harns disadari pemilik sistem
informasi pada 'sejxat memutuskan untuk mengembangkan suatu pemulihan
data :
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. Dukunga:n semua pihak terutama pihak manadjemen adalah mutlak

o Perlu wa:ktu yang cukup lama untuk mendapatkan suatu analisa
resiko

o Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan harus mendukung
kebutuhain utama (visi dan misi) organisasi

e . Tidak melupakan pendokumentasian yang lengkap, baik dan benar

. Harus aéia mekanisme yang mengatur alur, akses dan kendali
i terhadap ;komunitas sebelumnya, saat dan sesudah bencana

. Penyebaré.n kebijakan informasi dan prosedur agar mencapai semua
- pihak yang terlibat |

e . Perlu penéu'jian dan pelatihan yahg berkala

. Adanya ?mekanisme perencanaan dan pemeliharaan terhadap

. dokumen-dokumen Pemulihan Data

6.2.5 Standar Infrastmktur Jaringan Dan Server

6.2.5.1 Teknolbgi Server
_Lintuk pengembangan Data Center Pemerintah Kabupaten Pacitan,
dimasa" yang aka.jn datang pengadaan server-server baru direkomendasikan
menggljmakan telgnologi Blade. Blade Server adalah komputer seﬁer dengan

desain modular dioptimalkan untuk meminimalkan penggunaan ruang fisik.

Enclosure Chassis adalah komponen utama infrastruktur Blade yang berfungsi
sebagai “rumah” ’bagi komponen-komponen lain, menyediakan layanan seperti
daya, pendinginain, jaringan. Bay server adalah istilah bagi server di
infrastruktur Blade. Tidak ada standar baku untuk ukuran dimensi dan
kapasitas Enclosure Chassis. Salah satu produk yang direkomendasikan
ukuran 10U dan kapasitas maksimal 16 bay slot.

6.2.5.2 Teknoiogi Virtualisasi
Untuk men:ekan biaya pengadaan server maupun biaya operasional
server,:{ dilakuka:n virtualisasi server, Jika biasanya suatu aplikasi
menggunakan satu Operating System dan menggunakan satu hardware
tertentu, virtualisasi server memungkinkan suatu hardware digunakan
bersam;el-sama lebiih dari satu Operating System dan lebih dari satu aplikasi.
Beberapa alasan nienggunakan teknik virtualisasi:
- Konsolidasi server. Beberapa server fisik dijadikan ke dalam sistem

virtualisasi di atas satu server fisik sgja.
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- Dukungan rterhadap aplikasi. Upgrade aplikasi dan sistem operasi ke
sierver baru :tanpa masalah driver hardware.

- Hemat biayz;l. Jumlah server menjadi lebih sedikit.

- Hemat Energi. Semakin sedikit server yang digunakan, semakin sedikit
ehergi yang?c_ligunakan untuk menghidupkan server.

- Meningkatkan Fleksibilitas. Aplikasi-aplikasi yang dibuat bisa dijalankan
péda hardware yang berbeda-beda.

Beberapa model virtualisasi seperti gambar berikut:

AT LA Vi Gy MUY N S e s 0 e ey R R g < A ey

‘Model Virtualisasi

| NetV (Network Virfualization)

]
L

{Sepyepvigiatization]

o S
Gambar Model Virtualisasi Server

Untuk pengembangan aplikasi dalam beberapa tahun yang akan datang,
digunakan teknologi virtualisasi model Server Virtualization. Untuk menjaga
High Availability darj aplikasi, akan dilakukan clustering terhadap server-server

yang ada menggunakan kemampuan aplikasi virtualisasi server.
6.2.5.3 Kapasitas Penyimpanan
Teknologi untuk media penyimpanan (storage) antara lain Network

Attached Storage {NAS} serta Storage Area Network {SAN). NAS seperti layaknya
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server yang membﬁnyai sistem operasi dan terdiri atas beberapa hard disk.
NAS térhubung idengan jaringan LAN sehingga bisa diakses oleh semua
pengguna. SAN terdiri dari server dan storage untuk media penyimpan dengan
kecepatan sangat;tinggi dan mampu menangani trafik data dalam jumlah besar
‘tanpa émenguran;gi_ bandwidth di LAN. SAN menggunakan koneksi Fiber
Chanm}l |

SERVER

. Gambar Model Media Penyimpanan

NAS akan digunakan untuk menyimpan file-file, backup aplikasi, serta
databaée dan berkas lainnya. Adapun SAN akan digunakan untuk storage
mailbox e—mall storage aplikasi yang menggunakan virtualisasi.Perlu adanya
mekamsme agar proses backup aplikasi dan database bisa dilakukan secara

otomatis.

6.2.5.4 Email Server

Layanan e-rilail dimasa mendatang akan digunakan oleh semua pegawai
Kabupaiten Pacitan. Untuk itu diperlukan sistem yang tangguh , sudah teruji
dan meimpunyai dokumentasi dan support yang bagus. Mail server yang akan
dibangun menggﬁriakan aplikasi Zimbra Collaboration Suite {Zimbra CS).
Karena'-. mail servéx" ini akan diakses oleh semua pegawai Kabupaten Pacitan,
arsitekéurnya menggunakan multi-server serta media penyimpan mailbox
menggunakan telinologi SAN (Storage Area Network} dengan kecepatan tinggi.
Benkut ini adalah gambar arsitektur mail server Zimbra CS dengan metode

mu1t1-server
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Mllltl Server Archltecture . Enzimbra

Gambar Model Arsitektur Mail Server

6.2.5.5 Jaringan Infrastruktur
Seperti yang dibahas arsitektur infrasruktur jaringan, pengembangan
jaringail backbon;a menggunakan 2 media yaitu : Fiber optik dan jaringan
wirelesé. _ | '
Beberépa hz;ll yang perlu diperhatikan:
« Instalasi Fiber Optik
- Jarak anfar instansi cukup jauh sehingga menggunakan kabel fiber
optik single mode
- Pemilihan jenis fiber optik disesuaikan dengan kebutuhan
pengembangan dimasa depan. Jumlah core utama yang
menghuﬁungkan antar distribusi minimal 96 core.
- Pengamailan fiber optik perlu diperhatikan sesuai dengan standar
. instalasi
¢ Instalasi jaﬁngan wireless
- Menggunhkan accesspoi’nt outdoor dengan power yang yang tidak
: melampu‘i batas yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
- Menggunékan channel yang berbeda untuk Access Point yang
bersebelahan | '
- Menggunakan mode 1nfrastruktur
- Instalasi j _,armgan wireless

. Ihstalasi jaringan kabel LAN


http://fMif.li

: Topologi jaringan dasar beserta perangka{ yang harus dipenuhi sebagai berikut

‘ Router indarmed
. Server
‘

Pronter

Komputer Kompuber Kompuler Kompuler Kompuker

Gambar Infrastruktur Jaringan Internet

Untuk ;:nstalasi jaﬁngan, pengkabelan menggunakan standar international

untuk 1f1rutannya yaitu.TIA 568A /TIA 568B. Selain hal tersebut yang perlu
diperhatikan adalah : |

| - Kabel jaringén dilewatkan pada jalur aman yang tidak bisa diakses

publik |

- Menempatkan posisi switch yang mudah ketika pemeliharaan

- Merapikan I_Senamaan komputer dan IP Address

- Hotspot yan;g dihubungkan dengan captive portal

- 6.3 Aréitektur Sistem Informasi

Desain arsitektur sistem informasi mengacu pada bab Kondisi Ideal
. Sistem | Informasif_ di Pemerintah Daerah, dikategorikan menjadi sistem
; informé;si untuk :G2G, G2C dan G2B. Berdasarkan analisa hasil survey
; berkenaan dengan aplikasi yang diharapkan dan dibutuhkan dikembangkan
. dilingktingan Pemérintah Daerah kabupaten Pacitan dapat digambarkan dalam
- bagan éebagai berikut: '
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DATABASE PEMDA

: Gambar Model Arsitektur Sistem Informasi

Secara vertfkal bagan di atas menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan
(layering) E-Government yang akan dikembangkan secara bertahap dan
terpadu dalam 5 tahun kedepan. Layer yang paling mendasar adalah layer
infrastruktur. Perigembangan di layer infrastrukut telah dijelaskan pada bab
rencana arsitekt@r infrastruktur. Diatas layer infrastrukur akan ada layer
databaée yang akan menjadi pondasi “data teknis” dari seluruh aplikasi. Pada
layer database ini pengembangannya mengacu pada pengembagan aplikasi.

Selanjutnya . diatas layer database terdapat layer aplikasi yang
dikelompokkan 1;1enjadi 3 blok yaitu : G2G, G2C dan G2B. Selain
pengen‘ibangan épjikasi-aplikasi baru dan upgrading dari aplikasi-aplikasi yang
saat ini telah berjalan, terutama dalam kerangka pembangunan kanal integrasi
menjadi salah saztu prioritas yang perlu dipertimbangnkan. Pengembangan
aplikasi pada layer ini akan mengacu pada bab prioritasisasi pengembangan
yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan penjabarannya lebih rinci
mengeriai roadmap pengembangan aplikasi akan dibahas pada bab roadmap.
Kemudian diatas léyer aplikasi akan terdapat layer data warehouse yang berisi
sekumpulan services data master dari keseluruhan aplikasi internal yang
berjalan di Pemda. |

' Léyer selanjutnya adalah aplikasi dashsboard yang akan mengambil
~ data dan warehou;se dan memprosesnya menjadi informasi yang komprehensif
bagi pai'a pimpinah/ eksekutifidi lingkungan pemda. Selanjutnya layer terakhir
adalah ;flayer aplikasi-aplikasi yang nantinya akan dimaksudkan untuk
memberikan infon;nasi ke public/masyarakat. Sumber datanya dapat berasal
-dari wairehouse, dimana tentu saja' pada data-data yang memang pas untuk

ditampilkan ke publik,
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Deskripsi mengenai masing-masing aplikasi tersebut akan diuraikan

dalam'penjelasan‘ berikut ini:

6.3.1 Aplikasi Gzc (Government To Government)

Kelompok éplikasi G2G berisikan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk
melakukan pengelolaan backoffice atau administrasi di dalam lingkungan
pemerintah kabui)aten, ataupun sinergi antar lembaga atau satuan kerja baik
di dalam maupuﬁ luar lingkungan pemerintah kabupaten . Beberapa di antara
aplikasi yang diusulkan merupakan aplikasi yang harus segera
diimpl@mentasikan. Termasuk dalam kelompok aplikasi ini adalah sebagai
berikut :
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: SATUAN _
NO NAMA APLIKASI DESKRIPSI FUNGSI JENIS LAYANAN KERJA INTEGRASI
1 SIMPEG Aplikasi yang digunakan Data induk pegawai, | BackOflice dan BKPP All SKPD
untuk mengelola database | mutasi, riwayat, FrontOffice
kepegawaian yang dapat presensi, dan laporan
memberi kemudahan analisa kepegawaian
R - | memantau status B
: kepangkatan pegawai -
2 SIM Barang dan Aset Aplikasi yang digunakan |Data pokok gedung, |BackOflice dan | DPPKAD All SKPD
untuk mendata, | ruang dan aset | FrontOffice
Mmemproses, dan | inventaris
menyajikan laporan | didalamnya
pengelolaan aset daerah|Data spasial gedung
mulai dari pengadaan, | dan aset diluar
utilisasi sampai | ruangan
penghapusan Utilisasi aset -
3 SI KEARSIPAN/ | Aplikasi yang digunakan Data pokok arsip BackOflice Kantor Arsip Perpustakaa
PERSURATA untuk pengelolaan arsip daerah, data katalog n Daerah
perkantoran, khususnya di | dan lokasi arsip .
: kantor arsip.
4 E-OFFICE Aplikasi yang digunakan |{Data pokok surat|BackOffice Kantor Sekda All SKPD
untuk berinteraksi, | menyurat, berkas dan
kolaborasi serta berbagi | arsip surat instansi
informasi dalam aktivitas
perkantoran, khususnya
pengelolaan surat masuk
dan keluar antar instansi,
serta delegasi
S SI KEPEGAWAIN Aplikasi yang digunakan Data Sasaran, Data BackOffice dan All SKPD BKPP

untuk penyusunan sasaran
kinerja pegawai, di

Kinerja, Data
Prestasi, dan data

FrontOffice
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lingkungan pemerintah Penilaian Perilaku
daerah Kerja
6 SI PENELITIAN DAN | Aplikasi yang digunakan | Data peneliti, | BackOffice - All SKPD BPBD
PENGKAJIAN untuk pencatatan | penitian
‘ penelitian dan pengkajain

6.3.2 Aplikasi G2C (Government To Customer}

Kelompok aplikasi G2C berisikan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan layanan kepada masyarakat. Bet
beberapa aplikasi yang diusulkan untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam periode 5 tahun ke depan:

No Nama Aplikasi Deskripsi Fungsi Jenis Layanan S?,‘;";a;;rl:;;ja Integrasi
1 |SIM PERIZINAN | Aplikasi yang digunakan Data perizinan BackOffice dan BPMPP All SKPD
ONLINE untuk perizinan secara Front Office
- online _

2 | SI PERPUSTAKAAN Aplikasi yang digunakan Data Koleksi Buku, BackOffice dan Perpustakaan |-

untuk pengelolaan majalah, data FrontOffice Daerah

kepustakaan, mulai dari anggota dan data

peminjaman, keanggotaan | peminijaman koleksi

dan digital katalog
3 | SI ASPIRASI Aplikasi yang digunakan | Data aspirasi BackOffice dan | Kantor Sekda |-

untuk mengelola aspirasi FrontOffice

dari masyarakat yang

terkategori berdasarkan

issue-issue umum di

pemerintahan
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Aplikasi yang digunakan

BackOffice

SI KELURAHAN Data administrast Kelurahan
: ‘ | untuk pengelolaan | keluarahan, surat
.| administrasi . .di .. kantor | menyurat - - - -- di| -
kelurahan administrasi
kelurahan
SI PARIWISATA. Aplikasi yang digunakan . Data objek wisata, BackOffice dan | Dinas
o i untuk menfasilitasi | hotel, restoran, - | FrontOffice. .. | Pariwisata
‘| masyarakat dan publikasi * | kuliner, handicraft | = '
pariwisata daerah dan fasilitas umum
PORTAL PERIKANAN Aplikasi yang digunaka | Data  penangkapan | BackOffice dan | Dinas
R : untuk  iinformasi = dan | ikan,informasi FrontOffice Perikanan
komoditas perikanan tentang perikanan T |
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6.3.3 Aplikasi G2B {Government To Bussiness)

Kelompok aplikasi G2B berisikan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan layanan kepada komunitas bisnis sehingga lay:
pada ekosistem bisnis di daerah dapat ditingkatkan.Berikut beberapa aplikasi yang diusulkan untuk dikembangkan dan diimplementas
dalam periode 5 tahun ke depan:

No Nama Aplkasi Deskripsi ' Fungsi Jenis Layanan S;S;Z’;ﬁgga Integrasi

1 | SI PERIJINAN Aplikasi yang digunakan Data Permohonan BackOffice dan BPMPP SKPD
untuk mengelola data ljin, data pemohon, | FrontOffice terkait
permohonan ijin dari data pemilik ijin | perizinan
masyarakat dan pemilik ' '
usaha

2 | SI PENANAMAN MODAL Aplikasi yang digunakan | Data investasi | BackOffice dan { BPMPP -
untuk mengelola data | daerah, data | FrontOffice

. investasi daerah investor

4 | SI POTENSI DAERAH Aplikasi yang digunakan | Data potensi daerah | BackOffice dan | BPMPP Dinas
untuk mengelola data FrontOffice Pariwisata,
potensi daerah (secara Dinas
ekonomi, sosial, pariwisata, ' Pertanian,
pertanian dll) Dinas Sosial

5 | SI TRANSPORTASI Aplikasi yang digunakan Data sarana dan BackOffice dan | Dinas
untuk mengelola sarana prasarana - FrontOffice Perhubungan,
dan monitoring transportasi Informasi dan
transportasi Komunikasi
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6.3.4 Interoperabilitas Dalam Pertukaran Data

Dari banyaknya sistem informasi yang akan dikembangkan di Kabupaten
Pacitan, perlu direncanakan bagaimana skema integrasi yang akan dilakukan
untuk_mempermg_dah penyajian data untuk internal pemerintah, publik, antar
instansi pemerintah, dan pebisnis. Selain itu perlu dibuat master data agar
tidak %eljadi duplikasi data di setiap sistem yang dikembangkan. Beberapa
master-_ data yang'perlu didefinisikan sébagai berikut :

1. Data Pendliduk sesuai dengain KTP untuk dapat dishare dengan aplikasi
Jé'ang memei‘lukan data dasar kependudukan, seperti untuk mengajukan
perizinan, 'mengurus surat-surat sipil, melakukan pemeriksaan
f:esehatan, dan aplikasi lainnya yang memerlukan.

2. Data PegaWéi pemerintah, digunakan membuat single identity pegawai
untuk mempermudah manajemen privileges dan authentikasi aplikasi
yang digunakan di lingkup internal pemerintah Kabupaten Pacitan,
s.eperti aplikasi mail, e-office, sistem informasi kepegawaian, paperless

office, dan aplikasi internal lainnya

Gambar Arsitektur Alur Informasi

Gambar diatas menunjukkan alur informasi berdasarkan teknologi yang
'digunall(an dan siapa saja yang dapat mengakses informasi tersebut. Untuk
dapat inelakukaxi kolaborasi sistem informasi yang ada di Pemerintah
Kabupaten Pacitaij perlu didefinisikan secara jelas siapa penanggung jawab
masing{masing informasi yang akan disajikan, siapa yang boleh melakukan
update rinformasi, .:siapa yang boleh mengakses informasi. Untuk mengakses
informasi dan database diperlukan pengaturan data primer dan
penmgéungjawabﬁya. Hal ini supaya tidak terjadi tumpang tindih dan
duplikasi data’



No

Basis Data

Data Primer

Penanggungjawab

Eksektufi/Dashboard

Data warehouse

PDE

Perdagangan:

Produk '
Pemakaian tenaga kerja
Produk

Kegiatan Eksporlmpor
Kontribusi terhadap
daerah

Dinas Koperasi
Perindustrian dan
Perdagangan

Pariwisata

Obyek dan daya tarik
wisata
Sarana dan prasarana

S
ote rnubungan
(hotel, pe g

Data kumjungan
wisatawan

Dinas Kebudayaan
Pariwisata Pemuda
dan QOlahraga

Perhubungan Dan
Telekomunikasi .

Data Transportasi

Data Terminal &
Pelabuhan

Data Jalan & J embatan
Data Telekomunikasi

Dishubkominfo

Perkantoran

Surat Masuk-Keluar
Surat Elektronik
Dokumen Elektronik

| Kearsipan

Kolaborasi & koordinasi

SETDA

Pendapatan Daerah

Klarifikasi penerimaan
Penerimaan asli daerah
(PAD) -
Pajak daerah

Retribusi daerah
Bagian laba BUMD
Penerimaan dari unit-unit
kerja

Penerimaan lain-lain
Target dan realisasi
penerimaan

DPPKAD

Pengawasan |

Obyek pemeriksaan/unit

c?ang pemeriksaan
Hasxl temuan
Laporan hasil
pemeriksaan

Inspektorat

Kependudukan

Data penduduk

Catatan Sipil

Rekap data dari seluruh
penduduk

Data orang asing

Data demografi

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

Pendidikan

Data lembaga
ndidikan
éczko_lah, perguruan
Je%glis dan lokasi
ing seko
Jumlah dan

5{ ebaran
seko ah/ perguruan

J umlah dan tingkatan umur
siswa

Biodata pengajar (guru,
dosen)

Mutasi, penempatan dan

Dinas Pendidikan




promosi
Kepangkatan
Pemberhentian /
pensiun
P : Angka kredit
10 | Geografis Ig)ndisigjalan Badan
: E ata Demografi
ﬁ Pemetaan hutan, lahan gzggzﬁgiign
: pertanian
gﬁrtambaﬁgan, perikanan Daerah (Bappeda)
Rancangan Umum dan Tata
mang
/ RUTR (penataan dan
: peruntukan)
11 | Perizinan Daitar perizinan = Badan Penanaman
danPelayanan
Perizinan
12 | Perpustakaan genis koleksi perpustakaan Kantor
an arsi
' ' Pengelolaan koleksi Perpu_s takaan dan
3 Sirkulasi koleksi - | Kearsipan
13 [ Keuangan Realisasi APBD DPPKAD
: : Gaji pegawai, tunjangan dan
potongan
Akuntansi Daerah
Surat Anggaran Buku kas
- : daerah
14 | Kepegawaian Jenis Kepegawaian ( Badan
- PNS, tenaga bantuan) Kepegawaian
Data privadi pegawati Daerah
Penempatan, mutasi dan
promosi
Kepangkatan
Pemberhentian/pensiun
Diklat yang diikuti
Absenst
15 | Pertanian dan: Klasifikasi produk Dinas Kelautan
perikanan Bﬁ;taman c(lian perikanan dan Perikanan
: sarana dan sarana .
. Produk pertanian Dinas Tanaman
Produk perikanan : Pangan dan
; Peternakan
16 | Kesehatan Klasifikasi penyakit Dinas Kesehatan
; ; Frekwensi kejadian
; Epidemilogi
: i Pencegahan dan
penanganan

2.2.1 Iﬁtegrasl Sistem Informasi _

Uhtuk sisterfn ekisting yang sudah terpasang tetapi belum terintegrasi,
salah satu pendel{étan solusi yang bisa yang perlu dilakukan menggunakan
teknologi web servfice. Web Service sendiri adalah sekumpulan application logic
beserta . object-object dan method-method yang dimilikinya yang terletak di
suatu server yang ierhubung ke internet sehingga dapat diakses menggunakan
protocol HTTP dan SOAP (Simple Object Access Protocol ).

Kelebihan ﬁenggunaan web service adalah format yang digunakan
standar yaitu menggunakan format XML (Extensible Markup Language),




sehmgéa dapat dipergunakan untuk mengintegrasikan berbagai system yang
berbedé beda plziltform maupun arsitektur. Disamping itu web service
mempunya1 kelebihan lain yaitu kemudahannya dalam pengiriman data,
“karena secara umum web service menggunakan protocol TCP/IP dan HTTP.

sebagal_ sarana komunikasinya.

Gambar Arsitektur Integrasi Data

Dengan menggunakan teknologi ‘wehservices, aplikasi-aplikasi yang
tersebar dl bebefapa satuan kerja dapat di integrasikan. Apabila sistem
nantinja dapat terintegrasi dengan baik akan memudahkan kolaborasi antar
umnit, p*ansparan:si data dan dapat rhenampilkan informasi bagi pimpinan

dalam mendukung pengambilan keputusan (Decission Support System).

2.2.2 Sttandarisas;i Pengembangan Aplikasi
Guna meﬁjamin kesinambuhgan implementasi e-Government di
Kabupziten Pacitan diperlukan sebuah standar pengembangan aplikasi agar
didalam proses péngembangan aplikasi-aplikasi selanjutnya di kemudian bari
tetap memiliki complza.nce dan relevansi dengan aplikasi aplikasi yang telah
dlkembangkan sebelumnya Berikut standarisasi pengembangan aplikasi yang
dluralkan dari berbaga1 perspektlf..
1. Techmcal -
a Plagform
- Web Base untuk aplikasi yang bersifat Back Office dan Reporting
- Web/Desktop Base untuk aplikasi yang bersifat pelayanan di Front
opie
-. Aplikasi harns dilengkapi dengan versi mobile untuk aplikasi di akses
secara kesehanan oleh Masyarakat.
- Platform yang digunakan (Framework, Programmmg Language dan
Database) mengacu pada standar ditentukan oleh Unit Kerja
" Pengelola TIK |



Teknologi

. Aplikasi yang dibangun harus berbasis open source untuk
menghindarkan vendor locking yang akan dapat menimbulkan

- kerumitan pada saat pengembangan lebih lanjut.

-: Aplikasifyang dibangun / framework yang digunakan harus berbasis

'_ MVC unjtuk mempermudah proses pengembangan lebih lanjut.

- Aplikasi: yang dibangun /framework yang digunakan harus harus

berbasis: OOP mempermudah proses pengembangan lebih lanjut.

Compatibility

.- Aplikasi yang dibangun harus kompatibel {tampil dan berjalan dengan

~ baik) pada beberapa browser utama yang populer. Standar browser

; ditentukan oleh Unit Kerja Pengelola TIK.

- Aplikasi yang dibangun harus tampil baik pada berbagai ukuran layar

* (Reponsive U)

N Aplikasi yang dibangun harus tampil dan berjalan dengan baik pada

beberapa Sistem Operasi Utama yang populer Standar Sistem
Operasi dltentukan oleh Unit Kerja Pengelola TIK

Feature

-j Aphkam yang dibangun perlu menerapkan user level access
management

- Aplikasi . yang dibangun perlu secara default menyediakan fitur
Iaporan/rekap/summary

- Nilai tambah jika aplikasi yang dlbangun sudah memiliki fitur “log
~ activity” dari pengguna.

- Penylmpanan password pengguna di database harus dalam format

: terenkripsi.

2. Impfementation

Péngembangan aplikasi harus menyertakan dokumen-dokumen
p_engembangan (SRS, DBDD).
Pengembang aplikasi harus memberikan garansi jika terjadi errorn

setidaknya selarna 1 tahun.

' Pengembang aplikasi harus membenkan pelatihan penggunaan aplikasi.

Pengembang aplikasi harus memberikan user manual aplikasi untuk tiap

aktor pengguna



3. Integra’uon

Aphkaen yang dlbangun harus memungkinkan untuk di integrasikan
dengan aphkam -aplikasi lain dalam lingkup pemda.

Aphkam menyedlakan dokumentam mekanisme pertukaran data.

4 L1cense

Pada pengembangan aplikasi Kode Sumber aplikasi haruslah rmhk
pemenntah Daerah

5 Regula31

Pengembangan aplikasi oleh tiap SKPD perlu dikoordinasikan dengan
Umt Kerja Pengelola TIK.

Dlrekomendamkan untuk mellbatkan Unit Kerja Pengelola TIK sebagai
nara sumber tim teknis ataupun tim penyusun KAK dalam

pengernbangan aplikasi. '

6.4 Taitakelola TIK

.4 1 Struktur Organisasi & Sdm TIK

Untuk mendukung 1mplementa31 dan pengembangan TIK di lmgkungan

pemerintah daerah, diperlukan sumber daya manusia yang memadai baik dari

sisi Liunillah, kemampuan (skill} maupun tata kelola organisasi ke-sdm-an nya.

Beberapa hal pérlu diperhatikan agar organisasi TIK di pemda menjadi

o1 ganisasi yang solid efektif dan efisien dalam menjalankan tupoksi nya yakni:

a

OrganlsaSI dlpertahankan tetap ramping agar mampu bergerak cepat dan
mermhkl ﬂek51b111tas yang baik saat terjadi perubahan.

ngkungan; kerja yang dibuat kondusif, untuk mempertahankan ritme
kiexja dimaﬁ:a biaSanya Unit TIK akan memiliki tekanan beban kerja yang
konsisten berat sepanjang tahun. ‘

Pelatihan dan pengembangan skill yang berkelanjutan, untuk
memasﬁkan tim IT ter-update dengan teknologi terkini.

Spesialisasi pekerjaan -

e. Penyediaan jenjang karir

f. Sistem punishment dan reward.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, rnaka struktur organisasi yang

perlu dlpersmpkan kurang lebih adalah seperti yang ditunjukkan dalam bagan
berlkut. -



Kepala Unit Kedja TIK

Sekrelariat -

Bidang Perencanaan § Tata § - Bidang Perangkat Lunak Bidang Perangkat Keras &

Gambar Struktur Organiisasi Unit Kerja Pengelola TIK

. Kepala Organisasi TIK
Keberadaan fungsi layanan TIK dalam wadah Dinas yang
independen merupakan langkah yang cukup stratejik karena aktivitas
dan program-program kerja TIK dapat langsung berpengaruh bagl
langkah- langkah stratejik keseluruhan organisasi.
* Kepala Bidang Perencanaan dan Tatakelola
: Posisi ini bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan
pengelolaan kebl_]akan dan SOP TIK. Di dalam bidang ini perlu ada staf
dengan kea_hhan manajemen TIK.
e Kepala Bid:'ihg Perangkat Lunak
' Posisi ini bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan perangkat
lunak siSte}n informasi dan lisensi aplikasi umum di seluruh satuan
ker]a Di dalam bidang ini perlu ada staf dengan keahlian sistem
1nforma51 dan database.
. Kepala Bldang Perangkat Keras dan Infrastruktur
: P031s_1 ini bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan perangkat
keras dan .infratruktur TIK kepada seluruh satuan kerja. Di dalam
Bidang ini perlu ada staf dengan keahlian perangkat keras, administrator
server, _]armgan dan keamanan. |
. Sekretariat
P03131 ini bertanggung jawab atas hal-hal yang bersifat

admlmstras1 dan kesekretariatan internal dalam organisasi TIK.

6.4.2 Alur Koordinasi Pengelolaan TIK

Implementam TIK tidak dapat dilakukan hanya dengan menggelar
infrastruktur, mengembangkan sistem informasi dan membagi deskripsi

pekerjaan diantara masing-masing personel. Dibutuhkan suatu pedoman dan



acuan yang m@angatur bagaimana masing-masing pihak terkait dalam

pengei'nbangan dan pengelolaan TIK harus bertindak.

Berikut adalah gambaran umum alur proses pengadaan perangkat dan
sistem" TIK serta ;alu_r proses penyelenggaraan layanan penggunaan perangkat
dan siétem TIK dengan struktur organisasi yang dijelaskan sebelumnya di atas.

: 1. Mendefinisikan detl kebutuhan
6. Kmtrak pekerjaanfiayanan b

B o 3. Menyampaikan TOR

b,
{f" .

\

AT S R L ' 3

%

S £ -
, ~ :4.Mengundang Partispasi -/ g Fyalyasi
SR TR Naor

7 (;}émbar Alur Proses Pengadaan Perangkat TIK
6.4.3 kebijakan Dan Sop TIK
Selain dokumen masterplan e-Goverument yang merupakan salah satu
pedoman pengerﬁbangan dan implementasi TIK, terdapat beberapa pedoman
lain yéng periu disusun oleh Pemda yaitu berupa Kebijakan dan Prosedur
Standair Operasi 'layanan TIK.
Beberapa contoh Kebijakan yang perlu disusun diantaranya :
o Kebijakan pengunaan teknologi proprietary atau Open Source.
. Kebijakar:; penggunaan Sistem Operasi baik untuk komputer Server
maupun komputer Usér. |
. Kebijakar:; penggunaan aplikasi perkantoran.
.. Kebijakaﬁ penggunaan email. |
- Kebijakan penggunaan akses interuet.

o Kebijakah mengenai standar kualifikasi SDM pengelola layanan TIK.

Dari Kebijak_an-kebijakan yang ada tersebut nantinya dapat diturunkan
merijadi Prosedur Standar Operasi seperti : |

s SOP keamanan Jaringan Komputer.

. SOP penggunaén aplikasi.

. SOP pengélolaan email.

* SOP penz;mbahan user baru.

e Dan lain-lain.



6.4.4 ’fPengembaingan Sumber Daya Manusia _
- Berpijak péda hasil survey di lapangan, berikut ini diusulkan beberapa

kuahﬁkam SDM yang perlu dltmgkatkan kuantitas dan kuahtasnya
. 1. Sistem administrator | _
: Saat ini sudah ada pengelola/ sistemn admlmstrator Untuk
_képe;luan peningkatan kapasitas ‘kemampuan SDM perlu
" dﬂakpkan pelatihan-pelatihan senagai berikut : |
e _ Pelatihan linux server
. éPelatihah mikrotik |
. Pelatihan keamanan jaﬁngan
2. Penambahan tenaga teknis untuk maintenance infrastrukur
jaringan.

Dengan luasnya area pemeliharaan jaringan di pemda |,
maka sebaiknya pengelolaan tersebut bisa menggunakan jasa
plhak ketlga/ outsourcing . Pertimbangannya :

. ;’Pengelola bisa fokus untuk penanganan sistem data center

‘dan pelayanan internet

. fPemenuhan kebutuhan SDM teknisi jaringanakan menjadi

Eianggungiawab pihak ketiga.

3. Software/Hardware support ( IT support) di SKPD

IT support bertanggung]awab untuk memastikan perangkat
keras dan perangkat lunak standar dapat berjalan dengan baik.
Selaln itu dapat menangam permasalahan jaringan lokal di
masmg-masmg unit kerja.

| - Untuk memngkatkan kapa31tas tersebut perlu dllakukan
pelauhan-pelauhan mengenai :

- Pelatihan troubleshoting komputer

.- Pelatihan pengelolaan jarmgan komputer



6.5 Roadmap Pengembangan
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..................................

.....

= Panguaten .embaga Pengelola TIK - » Penyusunen SOP Tata Kelole TIK -~ . {i= AwltTK . 7 o . '::‘;;ta?:rfumo W) nux I.amm
= Pengembangan SMS Center _ « PengembanganE-Tax . . . . ii® PengembanganSlKepegawaian . .~ it o oo
S Upgrade Website Pemda . Pengembangan Portal Kela P dan.' BN . Pengembangan Sl Tata. Ruang .sl Penanaman Modal
.- i Mobile Apps Pariwisata ‘Perikanan \. - il e pengembangan S| Akuntansi <% " 7v . iia "SI PotensiDaerah
" Perizinan Online . Pengembang'an Sl Aspirasi «’:Pengembangan Sl Penelitian & Pengkajlan * Sl Transportasi
* Dashboard -, ‘ * Pengembangan S| Kelurahan el * Pengembangan S Pendelegasian Tugas ‘i1 = S|Pemetaan Pertanian
* Pengembangan SI Panwusata « Online Trantibmas = Pengembangan Sl Kearsipan " ‘
b + Pengembangan S| Persuratan B
* Pengembangan SIM Barang & Asset - -
. ,Pengembangan E-Mone

PemngkaTan](apaanas Bandwndth

. Pengembangan Data Center o Pemngkatan Kapasitas Bandwnth

i1 Pengembangan Data Center
Penguatan Data Center: "

8 M Pengembagnanjarmganterpadu d' iiw Pengembangan jartnganantar dan mter

bty _:,,_fsrfffff,'?_éhiﬂ{,'ferfs'f_E?,fﬁ!!?!fit__'fﬁr!ﬁ _________ P G o Fengembangan DR |
i ﬁ::;z:::gg::::: I::::::g ::;\::orkmg i s Penyelenggaraan Training : Networking [+ " Penyeienggaraan Trainwig Networkmg "Ti= Penyelenggaraan Training : Networkmq i
Programming i- Penyelenggaraan Tralmng Basm o -.-_g"penydenggamn Tmmng Basic - *-g'.-"._Penyelenqgamn Training : Basic
= Penyelenggaraan Training : RDBMS ; Programming 3 Programming i1 Programming ..
* Penyelenggaraan Training : Server i §* Penyelenggsraan Training : HDB’“‘S i» Penyelenggaraan Training : RDBMS {» Penyelenggaraan Training : RDBMS
mamtenanoe _ \%”- Penyelenggaraan Tralmng Server i {» Penyelenggaraan Training : Server ; . Peqyelenqgaraan Training : Server
- e : 1%',!‘91239?2"&, ) j L. maintenance o dh TRINNERANCE
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DATA I-IASIL SURVEY_INFRASTﬁUK’I_‘UR TIK _KABUPATEH PACITAN

a. Kpmliuter .

e
Inkjet. - &

5 1
2 ]aagim Knvjasaena ik Perlatasan - 3 2 1
3 ]Bagian Aderintstrasi Pemeringahan Urnien & 3 1 3 3
4 ID‘mIs Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan 11 11 23
5 }uunu Fapenduduban dan Pencatatan Sipl 15 14 21 14
& {Kanwar Perdidkan dan Pelattan - 5 7 1 3 1
T |Kantor Kecamatan Pacilan 4 3 printnt (10} 2
2 |Dinas Pendidikan 17 65
9 |aPBD Kabupaten Pacitan 3 7 5 5
10 {Dinay Tanaman Pangan dan Petemakan 11 13 24 1
18 IBadml’bwlilia!\, Pengenbangan dan Katistik Kabupaten g 1 2 7 1
12 [Bagian Adnanistrasi SOA : ‘3 4 2 1
13 IB«hn Kepegawaian Dagtah n 15 4 22 3 2
14 [Kecamatan Donorojo 2 2 3 1 1
15 [inas Post gan, Komunikasi dan infannatika 5 30 3 14 1 3
16 [Kanta Kec. Tegalomion . 2 2 1 4 1
17 [Kecamatan Punng 2 2 3 2
18 [OPPRA 2 103 9 an 5 17
19 Pacitan 79 104 73 3 10 3
0 [Bappeda 30 57 [ 25 5
21 [Dinas Kebudayaan, Pasiwisata, Permata Dan Dialaaga 11 4 18
2 [aPMPP 9 18 3 13 1 2
23 |Oinmw Sosiad, Tenaga Keria dan Transmagrasi 10 7
24 [Dinas Koperasi, Perincksbian dan Perdagangan 6 10 3 1
25 |Dinas Pertarhangan dan Eneigi | - 7 - 14 9 19 15 1
26 [Dimas Kehutanan dan Periebunan - ) 0 16 14 16 3 14 1
27 [tecanmtan Nawangan ¢ ) 0 L] 2 3 7 1
28 |Omas Kdautan dan Perikanan g - 7 2 -9 9 1
29 [Badan Pen berdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa n | n 11 3
30 satuan Polist Parmang Prja 2 5 ? 9 s 1
n Iucamaun Ngadimjo 7 5 2 4 5
32 [fanta s Kaan, Arsip & Dok i 10 5 5 3 & 1
13 IKaiu Camat Bandar 9 7 2 7 2 2 2
34 |Dimas Kesehatan [ 6
a5 il'aun Camat Tikakan 3 1 1 1




Terbubung

i , . .

Mo SIPD hanish yang aktlt | Deditop | Notebook flaslagan & Scanmer
: o briemet | cerdet | kit |Datuate

36 |irepekiorat 2 4 0 18 5 3

37 {Sedretariat DPAD 10 5 5 s 1

38 {Bagian Huares dan Promskol Setda 9 9 o 1 A 1

39 {Badan vaFp 43 pe) 7 Py 7n

0 Iaag'm Adninistsasi Kesra Sebda | - s P 5 ) s

41 llam' Uingkiagan Hidup 14 3 11 13 1 1t

47 |Km Ketahanan Pangan 12 [ [ L] [ 6 3

43 Imu Kecanatan Pinglaska 4 F 2 1 1

4 llhrmr Ketamatan Sudinono 6 5 1 s 1

45 Inah Kesatuan Bargss dan Puktk m 5 5 5 6

45 [Bagian Qugarisasi Setds 2 3 5 2 3 1 2

7 Ina;hn irum Setda ? [ 1 F) 4 1

“ Ihgian Hulum - . 11 11 10 2 [l

- Ii-mm R L 970 s;0 | a3 719 114 £14 35 74
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b. Server
[ Jumiah ‘ = : Ruang Server
. E Lo . ng Server
NO . SKPp ( ; server Mert . Prosesor | RAM - | Harddisk Penggunaan )
, o Intel Xeon
1 |Kecamatan Kebonagung - 1 Hp X5670293 | 2Ghz |1200GB | ServerKIPElektronk | Tidak Ada
! Ghz
i P
2 g:‘;" Kependudukan dan Pencatatan 1 1BM intelxcom | 4GB |2x146GB]  PelayananSiAK Ada
3 IKantor Pendidikan dan Pelatihan 1 intel Core iS 2G8 S500G8 |Server Seluruh Databasedf Tidak Ada
4 [Kantor Kecamatan Pacitan HP Yeon 4 600GB Operator Tidak Ada
5 IDinas Pendidikan 1 iBM Xeon 2 66 1024 250G8 sms gateway Tidak Ada
& |BPBD Kabupaten Pacitan HP Profiant M. I1Xeon E2407] 4GB 50068 Web Server ada
- 3S0Cgen B
: . L Acer Dual Core 168 320GB IServer SIMPEG Local
Badan K
7 {Badan Kepegawaian Daerah 2 |2naner ¥eon1968| 8GB | 118 [SeverSiMPEGOnfine | TOaKAda
B _ [Kecamatan Donorojo 1 HP Server e-KTP Tidak Ada
. s Server portal
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 1 1BM 35mMhz 4GB 118
9 : i . 1
informatika v 2. 13 patner 33Mhz | ace | so0gs | diShubpadtankabgold | Tidakada
Hosting website desa
10 |Kantor Kec. Tegalombo -
11 |Kecamatan Punung 1 Inte} Lore 4GB 50068
12 |[DPPKA 3 IBM, HP, Dell Ada
4 [BM 1 B 118 Server Billing System
. 1BM 1 16 250 GB Server Database
13 |RSUD Pacitan 1 4 500GB Server INALBE
Server RSUD
0
: ! 1 6 16068 Pacitankab go.id
14 |[Bappeda .
15 [Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
16 {BPM-PP 1 HP inte! Core i3] 4G8 iTB
17 Keca.matan Nawangan 1 1BM lmt‘l}.vl:gMZ 18 560 GB Entry data E-KTP Ada
18 IDinas Kelautan dan Perikanan
19 Badan_Perrben.tayaan M‘asyarakatdan Tidak Ada
Pemerintah Desa
20 |Satuan Polisi Pamong Praja
21 [Kecamatan Ngadirojo
P "
22 Kantor Perpustakaan, Ats;up & Tidakada
Dokumnentasi
23 _|kantor Camat Bandar 1 3.30Ghz_|] 2068 | 32GB |Aplikasi sistem perizinan
24 IBagian Administrasi Kesra Setda
25 IKantot Lingkungan Hidup 1 HP Intel Xeon | 2GB 150G8 Intemet data Tidak Ada
26 llcantot Ketahanan Pangan
27 [Kantor Kecamatan Pringkuku 1 HP intel 468 | 350GB E-KTP Tidak Ada
28 IKantor Kecamatan Sudimoro 1 Lenovo Intel Core i3] 4GB
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c. Spesifikasi Komputer dan Sistem Operasi

@

SPESIFIKASI KOMPUTER YANG AKTIF °

N DIGUNAKAN . S_ISTEM‘OP_EMSI N - SOFTWA_R__E_LEGAI.IHESMI -
o . s - - . T P -
s '":}:::t{itr:n P_e.n.tlunl-r: h'a Du:::;‘"l WIQQO:ws 98 .Wlndows_)_!_l’ w:;::a ws wl';‘;:w’ Mac 105 - wmxd:m Mndoiyf? \\flndoyff sK Mg;:::ﬂ
1_lKecamatan Kebonagung 12 12 12
2 |Baglan Kerjasama & Perbatasan 3 3
-3 IBaglan Administras| Pemerintahan Umum -~~~ | =~~~ - -3 - - DA 4 S
4 [Dinas Clpta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan 13 -] 5 13 11 13 11 24
5 [Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll 36 9 36 9 1
6 {Kantor Pendidikan dan Pelatihan 1 7 2 ] F] 1
7 |Kantor Kecamatan Pacltan 5 3 4 5 7
8 |Binas Pendidikan : 77 76 1
S _|8PBD Kabupaten Pacltan 15 2 15
10 |0inas Tanaman Pangan dan Petemakan 0 3 15 15
1 Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistlk
Kabupaten 15 F] 15
12 |Baglan Administrasi SCA 2 3 2 3 2 2 1
13 |8adan Kepegawalan Daerah 4 16 2 28
14 |Kecamatan Donorojo 1 2 1 2 :

__1§_ Binas Perhubungan, Komunikas| dan Informatika 1 [ 23 11 17 [ [
16 [Kantor Kec, Tegalombo 3 3 2 4 2 4 [
17 |Kecamatan Punung 1 5 1 5 1 5 ]
18 |DPPKA 120 68 52
19 |RSUD Pacitan 5 71 3 70
20 |Bappeda 1 14 43 17 42
21 |Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan 27 27
22 [BPM-PP 2 16 9 19
23 iDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasl 10 - 7 3
24 |Dinas Koperas}, Perindustrian dan Perdagangan 10 10 10 10
25 |Dinas Pertambangan dan Energi 3 20 14 9
26 |0inas Kehutanan dan Perkebunan 30 3 27 1 30
27 |Kecamatan Nawangan 1 5 4 10
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@ @ .
4+
-
- SPESIFIKASI XOMPUTER YANG AKTIF - | - B . " RS R
: A A T SISTEM OPERAS! . SOFTWARELEGAL/RESMI .
I g ieuleran: | Pentum . e oral. | Windowa 98 | Windows xp_| - W% Windows 7 | Windows 8 | Yoro=o
31 |Kecamatan Ngadirofo 1 2 4 2 S
32 |Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentas] 3 7 4 6
33_]Kantor Camat Bandar 9 9 9 9
34 {Oinas Kesehatan 6 6
35 \Kantor Camat Tuiakan 3 3 3
36 lInspektorat « -~ - -~ - o o o 1 - 5 - . 20 2
37 |Sekretariat DPRD 3 S 3 S 8
38 |Bagian Humas dan Protokol Setda 9 9 8 1 ]
39 |Badan KBPP 3 3 48 2
40 |Baglan Administras| Kesra Setda 9 9 7 2
41 (Kantor Lingkyngan Hidup 4 10 6 8 .
42 _iKantor Ketahanan Pangan 12 12 - 12 12
43 iKantorKecamatan Pringkuku 2 2 2 2 2 1 1 4
44 [Kantor Kecamatan Sudimoro 6 8 6
45 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10 2 8 2 8 10
46 |Baglan Organisasi Setda 9 1 8
47 |Bagian Umum Setda 6 1 4 3 4 2
48 [Baglan Hukum 1 10 3 [ 1 1
Foat Jundah s M W ety BT A9 ;




d. Perangkat Lain

x
-]

P

SKPD

Video

Kamera
Digital

IPfNetwork
o«Qv
System

Finger
Print
Presensi

Layar
Monitorf

Genéuatbr

Kecamatan Kebonagung

Bagian Keriasama & Perbatasan

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Keberslhan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TKVA

{Kantor Pendidikan dan Pelatihan

Kantor Kecamatan Pacitan

bl = e

SCOD KVA

Dinas Pendidikan

-B - R - NG NI R L

BPBD Kabupaten Pacitan

8

Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan

W

Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten

12

Bagian Administrasi SDA

13

lBad:gn Kepegawaian Daerah

14

IKecamatan Donorojo

15

|binas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

16

Iantor Kec. Tegalombo .

17

Kecamatan Punung

18

|oPPKA

19

]rsuD Pacitan

20

lBapgda

21

IDinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Dlahraga

22

BPM-PP

-

[y

23

{Dinas Sosial, Tenaga Keria dan Transmigrasi

24

Dinas Koperasi, Perindistrian dan Perdagangan

25

Dinas Pertambangan dan Energi

26

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kecamatan Nawangan

28

Dinas Kelautan dan Perikanan

29

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Satuan Polisi Pamong Praja

31

Kecamatan Ngadircjo

32

Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi

33

Kantor Camat Bandar

34

Dinas Kesehatan

35

Kantor Camat Tulakan .

ins pektorat

Sekretariat DPRD

Bagian Humas dan Protokol Setda

&l [ fre [

Badan KBPP

A A R R E

Bagian Administrasi Kesra Setda

41

Kantor Lingkungan Hidup

42

Kantor Ketahanan Pangan

43

Kantor Kecamatan Pring kuku

N W W IN

Kantor Kecamatan Sudimoro

45

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bagian Diganisasi Setda

47

Bagian Umum Setda

Bagian Hukum
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[P -

v

e. Sﬁmber Day:a_ 'Mranusia

. Pordidikon - Basds Disiplin
o : -
: SDfSMP] . SMA |D1f D2/ D3} S1 52 D3 | S1
1 [Kecamalan Kebonagung . ] 2 [ 7 3
2 |Bagian Kefjasaim A Pmb: [] S 1
3 |sagian Adrninishast Pemasipdahan Umum 12 12
4 |Dinas Cipla Karya, Tata Evang dan Kebersihan 124 51 L) 16 6 1
S _ |Dimas Kependudukan din Pencatatan Sipil 29 12 3 9 S 1 2
6 [rart Pendidikan dan Pelatihon 12 7 1 2 2
7__{Kanky Kecamatan Pacitan 37 139 16 2
8 [Dnas Pendidian 3 33 3 39 17
9 [8PED Kabupaten Pavitars P2} [ 1 1 3
10 _|E4nas Tanaman Pangan dan Pedemakan 119 35 13 62 9 1
11 [Badan Penelitian, PenzenBangan dan Statistik Kabupateo -] S 1 14 3
12 |Dagian fuminiwuasi SDA : 5 2 2
13 _|Badan Kepeganoian Daerah - ) 16 4 14 [ 2 2
M _|recamatan Doromin < 19 [ 2 10 1
15 IDimas Pedhubungan, Eomunikati dan informatika 55 2 3n S 13 2 1
16 _[Kantor Kec. Tegakombo : 17 4 13
17_ [recamatan Puramg : 19 7 11 1
1z |Deexa - 3 2 17 1 1
19 |RSUD Pacitan
20 [Bappeda a7 2 4 31 10 1
21 _[Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Diatvapa 6 % F] 17 14
2 |sempr ‘ 30 13 2 12 3 1 1
23 |Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 46 17 21 4
2 _|Dimas Kpperasi, Perincistdan don Perdagangan - 46 18 1 23 4
25 _|Dinas Petambavgim dan Enend EE) 1 10 3 16 3 1
26 _|Dimas Keiwtanan dan Perkeburan 103 3 28 2 S4 16 1
27 _{Kecamatan Mawangan 16 4 ] 4
72 _|Dinas Kelaytan dan Perikanan m 11 4 19 4
73_ [Badan Pemberdayaan Masyarakat dan P h Desa % 1 11 16 8
30 _[satuan Polisi Pemong Praja 55 27 15 3
21 [kec So) - 17 & 1 s 3
32 |Kantor Pespustokaan, Arsip & Cokurnentast F) 11 3 3
33 _[Kantar Camat Bandar 15 2 1 8 4
34 _[Dmas Kesehaten ‘
35 _[Kankor Camat Tulakan n S 16
36 _|ispektnrat 36 8 1 19 8 1
37 _|sekretaniat DPRD 37 n 1 7 7
38 IBagian Humas don Pmtokal Setda 16 s 1 s 2
33 iBadan KBPP 75 23 S 38 9 1
40 _]Bagian Administrasi Kesra Sebda 10 3 6 1
19 7 [ s 3
* 5 2 13 1
43 |Kantor Kecamatan PringluAy - 4 1 3 1
44 |Kantr Kecamatan Sudimono - 20 12 1 3 1
45 _|Badan Kesatuan Bangsa dan Pditik F-] 10 3 [ 4 1
46 _jBagian Organisasi Setda 9 2 1 [ 1
47 _|Bagian Umum Setds ' 10 7 7 3
An_[Bagian Hukesn s 1 [ 2

e e s
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f. Kompetensi Sumber Daya Manusia

.

f.

B e

- : Penlﬁﬁaan Kofﬁﬁu‘tér Con Kualifikasl Keaht;'a;_{ Khuaua Kﬁall_ﬁkall Sidang Pe'mr'dlraman : ?_Fggwa!_untl.:(;:rei::::‘q!f ";‘"“""F"
_ ‘Unux  [Windows[internet; Office | Access | sl: :::r g :ﬂ:;n;:nuatne: Jaringan P%TT":’: man P:";:;:T:_ © taln2 | Ada * | Tidak Ada 9.“?’:"'_“,?

1 |Kecamatan KebonsKung 1 11 3 ] 1 1 1 1

~ 2 |sagian Kerissama & Pcrbatasan 3 2 " : v
3 Isaaian Admioistrasi Pararintahan Umum 10 10 10 \J
4 [Dinas Clota Karys, Tata Ruang dan Kebersihan 124 11 124 1 3 2
5__|Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll 3 1 1
€ _|xantor Pendidikan gan Pelatlhan 9 2 4 - ¥
7 IKantor Kecamatan Pacitan 31 31 31 1 1
8 [Dinay Pendldikan 3 75 84 84 9 2 & 2 1 ¥
9 |BPBD Kabupaten Pagitan - 4 24 15 3
10 [Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan 99 75 99 1
11 |Badan Penelitian, Pengembanaan dan Statistik Kabupaten 24 24 15 3
12 |Baglan Administrasl SDA 3 N 3 3 v
13 |Badan Kepegawalan Daerah 1 19 30 39 8 1 4 5 2 2
14 [Kecamatan Donorojo : 16 7 2 1
15 |Dinas Perhubungan, Komunikas| dan Informatika 1 40 3 15 1 1 -3 2 1 2
16 _|Kantor Kec. Texalomoo 12 8 4
17 IKecamatan Punun 10 s
18 [DPPKA S 98 98 60 15 4 S $ 2 2 3
19 [RSUD Pacltan
20 |Bappeda 45 45 45 1 1 ¥
21 [Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahcags 2 2 2 ¥
12 |BPM-PP : 17 - 17 20 31 2 2 2 2 2 2
13 |Dinas Sosial, Tenaaa Kerja dan Transmigras! 19 28 28 v
24 |Dinas Koperast, Perindustrian dan Perdagangan 38 19 18 4
25 IDinas Pertambangsn dan Energt 30 30 30 2 2 ¥
28 [Dinas Kehutanan dan Perkebunan
27 |Kecamatan Nawangan 10 10 10 2 2 1
28 |Dinas Kelautan dan Pertkanan v
29 |Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 29 ¥
30 |5atuan Polist Pamone Praja 34 34 v
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Penguataan Konipuur Kualifikasl Keahlian Khugus Kuafifikaal Bidang Pamrograman Pegawal un“:(;:;::::’" KD""’“".’
No ... SKHPD
. Unux [Windowsiinternet| Office | Access SL::‘:r :‘:2‘:1:':;:: Jaringan Pemr&:r;man P:more?krt::' Laln2 . Ada Tidak Ada Duts:urcln
31 |Kecamatan Ngsdirolo 4 4 4 v
32 |Kantor Peroustakaan, Arsip & Dokumentas| 7 7 7
33 [Kantor Camat Bandar 11 B 7
34 _|Dinas Kesehatan
38 _[Kantor Camat Tulakan 3 3 1 1 - - o 1 1-- -
38 |Inspektorat 1 30 20 1 1 1 v
37 {Sekretariat DPED 37 1 3 37
3a |BaglanMHurmas dan Protokol Setda 18 18 16 v
39 |Badan KBPP 1 1 47
40 |BagianAdministrasl Kesra Setda -] 2
41 |Kantor Ungkung sn Hidup 19 19 19 v
42 |Kantor Ketahanan Pangan 20 20 20 v
43 |Kantor Kecamatan Pring kuku 4 4 4 4 2 v
44 _|Kantor Kecamatan Sudimoro S S S v
4S5 |Badan KesatuanBangsa dan Politik 15 15 25 1 1 1
48 [Baglan Organisasi Setda 9 9 v
47 [Bagian Umum Setda 3 1
48 {BagianHukum
Jumiah - 42 - 987 788 - 1 B84 114 - -9 - 92 s 27 12 9 ] 23
BUPATI PACITAN
Cap.ttd
INDARTATO
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06

2

INDARTATO

- . Panguassan Komputer ._ . Kushfilasi Kezhllan Khusug - | -~ Kualiflkasi Bldeng Pemrograman .. P'g'.w." ?nt.‘:“?:;::'nda Komputer |
‘No c ewp ot ol
' Unux |Windows{intemet] Office | Access | Unux | Maintenanc laringan Pomrogramon) Permrograma LainZ Ada Tidak Ada Qutsourctn
: Servar | & Komputer Web n Desktop [
31 [Kecamatan Ngadirojo 4 4 4 v
32 |Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi 7 7 7
33 |Kantor Camat Bandar 11 ) 7 - -
34 |Dinas Kesehatan
35 [Kantor Camat Tulakan 3 i 1 1 1 1
36 |Inspektorat 1 0 20 1 1 1 v
37 _|Sekretariat DPRD 37 1 3 37
38 [Baglan Humas dan Protokol Setda 16 15 16 v
39 |Badan KBPP 1 1 47
40 [Bagian Administrasl Kesra Setda B 2
41 jKantorLlingkungan Hidup 19 19 19 v
42 [Kantor Ketzhanan Pangan 20 20 20 v
43 |Kantor Kecamatan Pringkuku 4 4 4 - 4 2 v
44  |Kantor Kecamatan Sudimoro - 5 5 S v
45 IBadan Kesatuan Bangsa dan Politik 25 25 25 1 1 1
45 [Baglan Organisasi Setda 9 9 9 v
47 |Baglan Umum Setda 3 1
43 |Bagian Hukum
‘ umish . o e e e st Lo 42 L 98T 786 ) Bed 114 9. N v TR I » B8 2. .9 3 23
BUPATI PACITAN
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